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ABSTRAK

DINAMIKA PENCALONAN DAN PEMBATALAN RIRIN KUSWANTARI
(Studi Perubahan Koalis Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan
Pembangunan pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017)

Oleh

ULFA UMAYASARI

Pencalonan Ririn Kuswantari yang berawal dari kesepakatan kerjasama koalisi
DPD Il Parta Golkar dan DPC PPP Kabupaten Pringsewu menjadi permasalahan
yang berujung pada batalnya Ririn Kuswantari menjadi Calon Bupati Kabupaten
Pringsewu periode 2017-2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
dinamika pencalonan Ririn Kuswatari yang didasari atas aturan penetapan calon
oleh kedua partai tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep dinamika dan teori
institusionalisme baru dengan pendekatan teori dari James S. Coleman mengenai
teori pilihan rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan 7 (tujuh)
informan dari pihak PPP dan Partai Golkar serta Akademisi dan dokumentasi
yang bersumber dari kedua partai tersebut. Hasil dari penelitian menghasilkan tiga
poin. Pertama, mengenai interaksi kesepakatan pencalonan. Partai Golkar dan
PPP sama-sama memiliki tekad dan tujuan pada Pilkada Kabupaten Pringsewu
untuk mencalonkan Ibu Ririn Kuswantari sebagai Calon Bupati Kabupaten
Pringsewu periode 2017-2022. Oleh sebab itu, kehadiran Ririn Kuswantari yang
aktif memonitor PPP mendasari koalisi tersebut sempat terjalin. Kedua, terkait
interaksi kekuatan komunikas berakibat pembatalan. Atas pilihan wakil Ririn
Kuswatari yang bukan merupakan kader PPP, maka PPP menarik diri dan Partai
Golkar beralih mendukung pasangan lain. Ketiga, mengenai interaks perubahan
koalisi. DPD Il Partai Golkar dan DPC PPP Kabupaten Pringsewu memutuskan
untuk merubah arah koalisi dengan mendukung pasangan calon yang berbeda
dengan pertimbangan potensi kemenangan petahana bagi Partai Golkar dan tekad
mencal onkan kader sendiri bagi PPP.

Kata Kunci : Dinamika, | nstitusionalisme Bar u, Pilihan Rasional.



ABSTRACT

DYNAMICS OF NOMINATION AND CANCELLATION OF
RIRIN KUSWANTARI
(Study Of Coalition Change Of Golongan Karya Party and Persatuan
Pembangunan Party In The Election Of Regional Head Pringsewu District
In 2017)

By

ULFA UMAYASARI

The nomination of Ririn Kuswantari which started from the agreement of the
coaition of DPD |1 of Golkar Party and DPC PPP of Pringsewu Regency became
the problem that led to the cancellation of Ririn Kuswantari to become Regent
Candidate of Pringsewu Regency for the period of 2017-2022. The purpose of this
study is to determine the dynamics of Ririn Kuswatari nomination based on the
rules of determination of candidates by both parties. This research uses the
concept of dynamics and new institutional theory with the theoretical approach of
James S. Coleman on the theory of rational choice. The research method used is
descriptive qualitative with data collection through interview with 7 (seven)
informants from party PPP and Golkar Party and academician and documentation
from both parties. The results of the study yielded three points. First, regarding the
interaction of the nominating agreement. Golkar Party and PPP both have the
determination and purpose in the Pilkada of Pringsewu Regency to nominate Mrs.
Ririn Kuswantari as Regent Candidate of Pringsewu Regency for period 2017-
2022. Therefore, the presence of Ririn Kuswantari who actively monitors PPP
underlying the coalition was intertwined. Second, the interaction of the power of
communication resulted in the cancellation. On the choice of deputy Ririn
Kuswatari who is not a PPP cadre, the PPP withdrew and the Golkar Party turned
to support another pairs. Third, regarding the interaction of coalition changes.
DPD Il of Golkar Party and DPC PPP of Pringsewu District decided to change the
direction of the codition by supporting different candidate pairs with
consideration of potential victory of incumbent for Golkar Party and
determination to nominate their own cadres for PPP.

Keywords: Dynamics, New Institutionalism, Rational Choice.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik berupaya komitmen untuk melahirkan kader partai politik yang
berkualitas terutama untuk mengikuti kontes Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) balk dalam pemilihan gubernur, bupati maupun walikota
Implementasi otonomi daerah sgjak tahun 2001 menjadi pesta demokrasi bagi
partai politik untuk berlomba mengusung kader terbaiknya utamanya dalam
lembaga eksekutif dengan berkoalisi bersama parta yang lain guna
memenangkan hati rakyat sekaligus demi eksistens partai itu sendiri.
Pernyataan tersebut dimaknai atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 j.o
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 12
mengenai hak partai politik butir (d) yaitu untuk ikut serta dalam Pilkada dan
kewgjiban partai politik pada Pasa 13 butir (€) yang menyatakan wagjib

menyalurkan aspirasi anggotanya.

Sgjatinya partai politik menjadi wadah untuk mampu menyumbangkan kader
partai terbaik sebagal pemegang jabatan dalam lembaga eksekutif maupun
legidlatif, seharusnya partai politik mampu berskap cerdas dan tidak

mengorbankan kualitas. Mengingat birokrasi pemerintahan dapat dipelgjari



sebagal input birokratik proses pemerintahan (sebuah paket birokrasi yang
given) dengan segala produk atau akibat-akibatnya, dan dapat juga dipahami
sebagal output atau produk proses birokratisasi pemerintahan dengan

berbagai faktor penyebab dan latar belakangnya (Ndraha, 2011 : 521).

Indonesia dengan penganut sistem multipartai, memiliki beberapa partai
politik yang bersandar pada perbedaan vis dan misi partai. Namun ha
tersebut tidak menjadi penghalang dalam membentuk koalisi antarpartai.
Contoh sederhananya adalah kehadiran koalis bersama yang sempat
terbangun antara Parta Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dalam tahap pelaksanaan menuju Pilkada utamanya di
Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017. Koalis ini terbangun selain didasari
atas kebersamaan pada Pilkada Kabupaten Pringsewu sebelumnya yakni pada
tahun 2012, juga mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 40 Ayat (1)
yang berbunyi :
“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan
pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kurss Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulas perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”.
Merunut pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor  4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Jumlah  Penduduk
Kabupaten/Kota Dan Jumlah Kurss Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, menunjukkan bahwa

jumlah total kursi anggota DPRD terkhusus K abupaten Pringsewu ialah:



Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten/K ota Dan Jumlah Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/K ota Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019
No. Kecamatan di Jumlah Penduduk Jumlah
Kabupaten Pringsewu (Jiwa) Kurs
PRINGSEWU 421.180 40
1 Pringsewu 82.940
2 Gading Rgo 78.119
3  Ambarawa 36.818
4  Pardasuka 39.401
5 Pagelaran 53.814
6 Banyumas 22.126
7 Adiluwih 38.532
8 Sukoharjo 53.330
9 Pagelaran Utara 16.100

Sumber : KPU RI (2018)

Selanjutnya, sehubungan dengan tabel di atas bahwa salah satu cara yaitu
penghitungan 20% dari 40 kurs untuk mampu mengusung calon kepala
daerah di Kabupaten Pringsewu adalah membutuhkan paling sedikit 8 kursi di
DPRD. Diketahui dari data KPU Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016, total
kurs anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Pringsewu dari Partai Golkar berjumlah 6 (enam) kursi dan PPP 3 (tiga) kursi.



Merujuk pada ketentuan dan data diatas, maka koalis bersama yang
terbangun antara Partai Golkar dengan PPP sudah memenuhi syarat untuk
mampu mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu
periode 2017-2022 ke KPU. Sesuai dengan jumlah kurs DPRD yang
menunjukkan mayoritas didominasi Partai Golkar, dan nama Ririn
Kuswantari yang berasal dari Partai Golkar memang ramai disebut sebagai
kader terbaik Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD |
Partai Golkar Provinsi Lampung pada tahun 2016 itu. Maka Ririn Kuswantari
dikabarkan akan mantap mengis kursi nomor satu di Kabupaten yang

memiliki slogan ‘bambu seribu’ itu dalam Pilkada tahun 2017.

Argumentas di atas diyakinkan dengan banyaknya banner atas nama Ririn
Kuswantari yang padat mengis tigp sudut di Kabupaten Pringsewu serta
banyak munculnya pemberitaan bahwa perahu beberapa partai politik lain
akan berlabuh untuk mendukungnya. Diketahui, sebelumnya nama Ririn
Kuswantari memang sudah tidak asing lagi karena pernah mencalonkan diri
sebagai Calon Bupati Kabupaten Pringsewu periode 2012-2017. Namun pada
tahun 2012, Ririn kalah oleh pasangan Sujadi dan Handitya Narapati yang

berhasil menjadi bupati dan wakil bupati pertama di Kabupaten Pringsewu.

Faktanya, didukung dengan banyak media memberitakan nama Ririn
Kuswantari akan maju kembali dalam pencalonan bupati di Kabupaten
Pringsewu periode 2017-2022, bahkan termasuk Ketua DPD | Golkar
Provins Lampung Tahun 2016 yaitu Alzier Dienis Thabranie pun sudah

menyampaikan dukungannya terhadap Ririn Kuswantari untuk maju kembali



dalam pesta demokrasi di Kabupaten Pringsewu itu kepada awak media dan
dibuktikan dengan Rapat Pleno diperluas DPD | Partai Golkar Provins
Lampung (sumber : Teraslampung.com edisi 7 April 2016 diakses pada 19

Maret 2017 Pukul 15.01 WIB).

Ditambah dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dewan
Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Golkar Nomor: JUKLAK-
6/DPP/IGOLKAR/VI/2016 tentang Penetapan Pasangan Caon Gubernur,
Bupati, dan Walikota dari Partai Golkar untuk prosedur pengusungan Ririn
Kuswantari sudah dilakukan baik dari Dewan Pengurus Daerah tingkat I, Il
hingga Pusat. Serta ditandatanganinya kesepakatan koalis bersama antara
Pengurus DPD Il Partai Golkar Kabupaten Pringsewu dengan DPC PPP
Kabupaten Pringsewu untuk mengusung dan mendukung pencalonan Ririn
Kuswantari padatanggal 13 Juni 2016. (sumber : tribunlampung.com edisi 14

Juni 2016 diakses pada 8 Mei 2017 Pukul 08.10 WIB).

Namun kenyataannya, hingga deadline pendaftaran calon bupati dan wakil
bupati olen KPU Kabupaten Pringsewu resmi ditutup, nama Ririn Kuswantari
tidak ada dalam berkas pendaftaran setiap partai politik yang hadir. Tidak
disangka, ternyata partai berwarna kuning berlambang pohon beringin itu
resmi menyatakan telah berkoalisi dengan partai lain mengusung pasangan
Sujadi dan Fauzi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pringsewu. Serta dilengkapi PPP yang beralih mendukung pasangan Ardian

Saputra dan Dewi Arimbi yang diusung bersama PDIP.



Tidak hanya itu, Partai Golkar yang dikenal dengan partai “kader” menjadi
tidak lagi dipandang sebagai partai yang mampu mengusung kader atau
anggota terbaiknya pada kontes demokrasi khususnya di Kabupaten
Pringsewu kali ini. Sedangkan hakikatnya Ririn Kuswantari sebagai tokoh
publik sekaligus €elit politik memiliki peluang besar untuk maju pada bursa
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu tersebut sesuai
dengan hasil Pilkada tahun 2012 yang hanya selisih sedikit pada perolehan

suara melawan Sujadi dan Handitya Narapati.

Kagian ini menjadi menarik jika Peneliti mampu menemukan akar
permasalahan terkait dinamika yang berkembang mengenai pengusungan
Ririn Kuswantari dari koalisi yang sempat terbangun oleh Parta Golkar dan
PPP dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten
Pringsewu tahun 2017. Sehingga diharapkan akan muncul problem solving
yang bisa menganalisis rantai permasalahan ini. Mengingat kasus ini penting
menjadi kajian studi politik untuk mampu menelaah dan membaca dinamika
dan kerjasama kepentingan politik koalisi antarpartai secara sistematis dan

komprehensif.

Ada beberapa kemungkinan atau hasil dugaan yang akan Peneliti dapatkan
dilapangan atas permasalahan ini. Antara lain, batalnya Ririn Kuswantari
maju dalam Pilkada Kabupaten Pringsewu diakibatkan atas kesalahan Ririn
Kuswantari yang gagal mendapatkan nama calon wakil bupati yang akan
mendampinginya. Sehingga partai koalis menghasilkan amar putusan untuk

mendukung pasangan calon dari kader partai yang lain untuk menggantikan



Ririn Kuswantari pada bursa Calon Bupati Kabupaten Pringsewu periode
2017-2022. Namun, Peneliti juga menduga batalnya Ririn mau dalam
Pilkada Kabupaten Pringsewu disebabkan adanya kekurangan syarat
administratif berupa tidak terpenuhinya jumlah koalis partai politik yang

ingin mengusungnya.

Berdasarkan penelitian ini, Peneliti sudah mengetahui bahwa ada penelitian
sebelumnya yang berkaitan atau relevan dengan kajian yang akan diteliti.
Perbedaan fokus penelitian ini terletak pada anaisa teori dan kasus yang
dijadikan landasan obyek berpikir. Peneliti pertama Andi Rahmat Hidayat
(2013) dengan judul skripsi Institusionalisasi Partai Politik (Studi tentang
Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawes Selatan pada Syahrul Yasin
Limpo-Agus Arifin Nu’mang Tahun 2013). Penelitian ini bertujuan untuk
melihat lebih seksama tentang bagaimana dinamika interna DPW PAN
Sulawesi Selatan pasca rekomendas pencalonan dikeluarkan dalam upaya-
upaya ingdtitusionalisasi partai politik. Penulis menggunakan metode

penelitian deskriptif kualitatif.

Peneliti kedua, Natasya Zakia Gibran (2014) dengan judul Skripsi yaitu
Proses Rekrutmen DPC PDIP Kabupaten Lampung Utara Terhadap Calon
Bupati Periode 2014-2019. Penelitian ini menguraikan pencalonan lewat
partai politik masih dominan nuansa oligarki elit parta politik dan
kecenderungan memilih calon berdasarkan ukuran materi (capital atau
modal). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses

rekrutmen DPC PDIP Kabupaten Lampung Utara Terhadap Calon Bupati



Periode 2014-2019 berjadan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan

menggunakan metode kualitatif.

Selanjutnya peneliti ketiga, Ananda Putri Sujatmiko (2016) meneliti dengan
judul skrips Kartelisasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota
Bandar Lampung Tahun 2015. Peneliti mengungkapkan pelaksanaan Pilkada
Kota Bandar Lampung serentak pertama diikuti pencalonan kembali petahana
Herman Hasan Nusi. Tingginya survei popularitas dan elektabilitasnya,
membuatnya mendapat dukungan dari enam partai politik yakni PDIP, Partai
Demokrat, PKS, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Gerindra. Keenam partai
memperlihatkan karakteristik partai kartel yakni dengan menghindari
persaingan dengan berkoalisi tanpa ideologi dan menggantinya menjadi

officeseeking oriented serta pertimbangan rasionalitas.

Tujuan penelitian diatas adalah untuk menganalisis refleks sistem kartelisasi
partai pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015, serta mengetahui
penyebab pragmatisme partai dalam rekrutmen kandidat kepala daerah.
Adapun tipe penelitian yakni descriptive-explanatory dengan pendekatan
kualitatif. Grand theory yang dipergunakan adalah rational choice theory
dengan pendekatan collective action, konsep partai kartel yang diadaptasi dari
Katz dan Mair serta Ambardi, juga teori lain yang menjadi alat analisis
penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data penelitian ini adalah

wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Peneliti keempat Sri Budi Eko Wardani (2007) mengangkat tesis dengan

judul Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung:



Kasus Pilkada Provinsi Banten tahun 2006, menerangkan bahwa bagi partai,
koalis dalam Pilkada memiliki kekhasan yang patut dicatat, yaitu: (1) secara
kuantitas formasi koalisi bisa sangat banyak yang disebabkan oleh banyaknya
pemilihan; (2) adanya kebutuhan pemetaan yang memungkinkan pengurus
pusat partai memberikan kebebasan relatif pada pengurus daerahnya untuk
memutuskan koalisi; dan (3) kecenderungan pola koalisi dalam Pilkada yang

sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan.

Tesis ini menggunakan tiga kerangka teori untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Pertama adalah teori koalis politik dari William Riker yang
menekankan prinsip ukuran (Minimal Winning Coalitions) dan Robert
Axerod yang menekankan prinsip kedekatan preferensi kebijakan (Minimal
Connected Winning). Kedua, teori pilihan rasional untuk melihat kontestasi
pilihan-pilihan kepentingan yang menjadi dasar pengambilan keputusan para
aktor untuk berkoalisi. Keputusan berkoalis adalah sebuah pilihan rasional
daam rangka memaksimakan kepentingan atau keuntungan yang dapat
diraih. Ketiga, adalah teori oligarki dari Robert Michels. Teori ini digunakan
untuk melihat pengaruh struktur partai dalam mempengaruhi pembentukan

koalis partai.

Terakhir, prosiding dari Dr. Ari Darmastuti, Dwi Wahyu Handayani, M.Si.
serta Andri Marta, M.IP (2016) meneliti kasus serupa dengan judul
Kecenderungan Kartelisasi Versus Ideologi Partai Politik Pada Pemilihan
Bupati Tulangbawang Barat Dan Pringsewu 2017. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengungkapkan

Ririn Kuswantari menyatakan bahwa  pencalonannya pada awalnya
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merupakan keputusan parta dan seluruh jgaran partai  mendukung
pencalonannya karena yang dinilai merupakan kader partai yang sudah lama

bekerja untuk partai.

Data penelitian diatas menunjukkan bahwa masih ada partai, bahkan dua
partai terbesar dalam kaitan pemilihan kepala daerah di Kabupaten
Pringsewu, yang masih mempersyaratkan “kedekatan ideologis” bagi
seseorang individu untuk didukung dan diusung dalam pemilihan kepala
daerah. Meski pada akhirnya Ririn Kuswantari batal diusung menjadi calon
kepala daerah karena perkembangan dinamika pencalonan yang membuatnya
gagal meneruskan proses pencalonannya, tetapi kenyataan bahwa karena
sebagal kader yang telah bekerja untuk partailah dia didukung oleh partai,

maka faktor idealisme masih dominan dalam proses pencalonannya.

Sedangkan peneliti dalam latar belakang mengenai adanya dinamika pada
pencalonan dan pembatalan Ririn Kuswantari sebagai Calon Bupati
Kabupaten Pringsewu periode 2017-2022, peneliti mencoba menelaah alur
permasalahan ini dengan mendesripsikan dinamika pencalonan, dinamika
pembatalan dan perubahan koalisi kedua partai yaitu Golkar dan PPP dengan
memanfaatkan grand theory institusionalisme baru dari Hall dan Taylor yang
melihat partai sebagai suatu lembaga yang memiliki aturan struktural dan
formal-non formal, dilengkapi dengan pendekatan Pilihan Rasional (Rational
Choice) milik James S. Coleman sebagai kacamata analisa untuk melihat
fenomena ini. Sebagai aktor politik, tentunya manusia harus bersikap rasiona

yang selalu mempunyai tujuan-tujuan (goal-seeking atau goal-oriented) yang
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mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Hal itu
dilakukan dalam situasi sumber daya (resource restraint), dan karena itu
perlu membuat pilihan untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien
maka ia harus memilih antara beberapa aternatif dan menentukan alternatif
mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal

baginya (Budiardjo, 2013:93).

Rumusan M asalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat ditarik simpulan latar

belakang penelitian ini adalah :

1. Pencanangan Ririn Kuswantari sebagai Calon Bupati Kabupaten
Pringsewu pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 oleh Partai
Golkar dan PPP.

2. Pembatalan pengusungan Ririn Kuswantari oleh Partai Golkar dan PPP
dalam Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.

3. Kedua partai (Golkar dan PPP) saling berpaling koalisi. Partai Golkar
mengusung pasangan Sujadi dan Fauzi bergabung dengan koalisi Partai
Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PKS. Sedangkan PPP mengusung

pasangan Ardian Saputra dan Dewi Arimbi dengan menggandeng PDIP.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dinamika
Pencaonan dan Pembatalan Ririn Kuswantari sebagar Calon Bupati
Kabupaten Pringsewu serta Perubahan Koalisi Parta Golkar dan PPP pada

Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017?
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C. Tujuan Penulisan

Sesual dengan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Dinamika Pencalonan dan Pembatalan Ririn Kuswantari
sebagai Calon Bupati Kabupaten Pringsewu serta Perubahan Koalisi Parta

Golkar dan PPP pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diberikan pendlitian ini
adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diyakini dapat mengisi kekosongan

referensi perundangan tentang aturan pola rekruitmen dalam penetapan

calon kepala daerah oleh partai politik.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi
para aktor partai politik yang ingin berperan dalam proses rekruitmen
calon kepala daerah, terkhusus bagi Partai Golkar dan PPP kedepannya

agar koalisi yang akan terbentuk tidak mengalami kegagalan.



. TINJAUAN PUSTAKA

Partai politik sebagai salah satu elemen penting dalam proses demokras sangat
memiliki peran dalam menentukan kader terbaiknya untuk duduk dikurs
birokrasi. Partai-partai dalam sebuah sistem pluralis, merupakan koalisi-koalisi
longgar yang memaksimalkan jumlah anggota di sekitar isu-isu dan tema-tema
dominan. Mereka merupakan makhluk-makhluk koaliss dalam waah interna
mereka dan dalam hubungan mereka dengan partai-partai lain. Tetapi, masing-
masing unit dalam koalis itu berkepentingan mewujudkan tuntutan-tuntutan
khusus mereka sendiri. Partai itu bersatu disekitar tujuan-tujuan bersama,
meskipun koalisi itu pecah menjadi fraks ketika distribusi terjadi. Persaingan
kelompok dengan demikian menghasilkan usaha menciptakan monopoli-monopoli

politik (Apter, 1996 : 346).

Indonesia dengan penganut multipartai sebagai cerminan pluralitas bangsa saat ini
masih mengalami banyak perkembangan dinamika politik. Jumlah parta memang
mempengaruhi kegiatan legidatif dan usaha membentuk pemerintahan. Tetapi
jumlah parta yang besar, belum tentu menyebabkan ketidakstabilan
pemerintahan, yang menentukan adalah tingkat kompetitif dan antagonisme di

antara partai-partai yang ada (Mas’oed dan Andrews, 2011 : 91).
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Disebabkan perkembangan dinamika politik yang terjadi di Indonesia inilah
membuat Pendliti tertarik untuk mengkaji permasalahan dinamika koalisi partai
politik terutama yang ada di daerah dalam memperebutkan posisi di lembaga
eksekutif terkhusus dalam proses Pilkada. Fenomena perpecahan koalisi partal
politik yang diikuti bertambahnya jumlah partai akan menyebabkan munculnya
ggaa ketidakmampuan partai memelihara disiplin anggotanya. Gejala ini
mendorong terjadiya perpindahan politis dari satu partai ke partai lainnya.
Perpindahan ini sering diikuti dengan pembentukan partai baru sebagai
manifestasi protes dan kekecewaan terhadap partai lama. Sifat mudah pecah dan
rendahnya tingkat pelembagaan sistem kepartaian merupakan karakteristik sistem

multipartai (Yuda, 2010 : 35).

A. Konsep Dinamika Poalitik

Dinamika parta politik dapat dilihat sebaga dinamika kelompok yang
terjadi dalam konteks dan ranah politik. Menurut Shertzer dan Stone,
dinamika kelompok adalah kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dalam
suatu kelompok pada waktu kelompok melakukan kegiatan-kegiatan untuk
mencapa tujuannya (http://www. maribelgarbk.web.id diakses pada

tanggal 18 Agustus 2016 Pukul 15.00 WIB).

Dinamika politik merupakan kekuatan-kekuatan individu maupun
kelompok yang berinteraksi dalam suatu institus atau lembaga politik.
Dinamika politik adalah gerak yang mendorong terjadinya perubahan

sikap perilaku yang dilakukan secara senggja yang kemudian memberikan
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warna dan perubahan pada pemerintahan. Dinamika tersebut muncul
karena desakan kebutuhan internal dan eksternal partai sebagai kelompok
yang terorganisir dan merupakan dampak dari interaks masyarakat

(Jatmiko, 2010 : 29).

Adanya dinamika politik menyebabkan suatu institusi politik melakukan
terobosan-terobosan politik dalam menjalankan aktivitas politiknya. Salah
satunya melalui strategi yang dilakukan partai politik, agar dinamika
politik yang ada berupa peluang dan ancaman dari lingkungan internal dan
eksternalnya dapat dihadapi dan dijadikan sebagai salah satu bentuk
kapasitas dan kapabalitas partai politik tersebut dalam mengelola

institusinya menjadi lebih baik.

Adanya strategi politik sebagai akibat dari dinamika politik yang terjadi
baik dalam internal maupun eksternal partai, antara lain dilakukan melalui
dijalankannya beberagpa fungsi partai politik, yaitu melalui sarana
komunikasi politik maupun dengan sarana mengelola konflik, sehingga
adanya dinamika internal maupun eksternal dalam partai politik tersebut
tidak menyebabkan kemunduran ataupun berkurangnya kepercayaan
konstituen dan publik terhadap partai politik yang bersangkutan. Adanya
strategi politik yang dilakukan suatu parta politik sebagai akibat dari
dinamika politik bahkan didapat dijadikan sebagai peluang partai politik
untuk melakukan kebijakan partai politik yang lebih baik dari sebelumnya
dan dapat mengakomodir aspirasi anggota partai politik agar tetap solid
dan mendapat kepercayaan politik dari masyarakat (Solihah, R. 2016.

Jurnal Wacana Politik. 1 (2): 116-123).
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1. Dinamika Pencalonan

Dinamika pencalonan dapat diartikan sebagai perubahan keputusan
yang dihasilkan atas pengaruh individu atau kelompok dalam suatu
lembaga terhadap suatu keinginan individu atau kelompok mengajukan
diri sebaga kandidat dalam pemilihan. Pada kasus ini dinamika
pencalonan Ririn Kuswantari terlihat dalam proses pengauan

pendaftaran Ririn Kuswantari di Partai Golkar dan PPP.

Dinamika pencalonan bupati dari Partai Golkar terjadi setelah merujuk
sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dewan Pimpinan Pusat Partal
Golkar Nomor : JUKLAK-6/DPP/GOLKAR/V1/2016 tentang
Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dari Partai
Golongan Karya pada Bab Ill, bahwa penjaringan bakal calon
dilakukan untuk menginventarisir kader-kader Partai Golkar yang
memiliki integritas, kompetensi dan kredibilitas, yang berpeluang

memenangkan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat
Keputusan DPP Pata Persatuan Pembangunan Nomor

0055/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan
dan Penetapan Bakal Caon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil
Kepala Daerah pada Pasal 6 tertulis mengena rekruitmen pasangan

caon.
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2. Dinamika Pembatalan

Pada dinamika ini dimaknai sebagai perubahan keputusan yang
menyebabkan gagalnya individu atau kelompok dalam pencalonan
yang menjadi sebab adanya pembatalan. Perubahan-perubahan
keputusan yang berakhir pada kegagalan individu maju dalam proses
pemilihan kepala daerah dalam penelitian ini terjadi pada Ririn
Kuswantari. Dinamika ini merugikan individu maupun kelompok
dalam hal ini partai politik yang pernah bergabung untuk mendukung

Ririn Kuswantari.

Dinamika pembatalan calon bupati ini didasarkan atas perbedaan
pendapat. Partai Golkar menganggap batalnya Ririn Kuswantari karena
kurangnya kursi untuk mengusungnya pada detik terakhir pendaftaran,
sedangkan PPP mengklaim batalnya Ririn Kuswantari karena nilai
yang dipegang teguh PPP bahwa kader yang harus diterima menjadi
wakil adalah kader PPP dan Ririn Kuswantari tidak melakukan

konfrimasi, maka dukungan PPP ditarik.

3. Dinamika Perubahan Koalis

Koalis yang sempat terbangun pada pencalonan dan pembatalan Ririn
Kuswantari berdampak pada perubahan arah koalisi. Dinamika
perubahan koalis ini dipahami sebagai suatu keputusan perubahan

yang bersifat struktural dari lembaga atau kelompok dalam hal ini
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partai politik, yaitu Partai Golkar dan PPP terutama kewenangan DPP
kedua partai untuk memutuskan hasil akhir. Dinamika perubahan
koalis ini sebaga dampak tindak lanjut batalnya Ririn Kuswantari
mau dalam tahapan pendaftaran di KPU Kabupaten Pringsewu.
Sekaligus sebagai langkah akhir koalisi Partai Golkar dan PPP yang
sempat terjalin menjelang Pilkada tahun 2017. Koalisi berubah dan
kedua partai saling berpaling dengan membangun dan bergabung
dengan partai dan kelompok koalisi berbeda sekaligus dengan kandidat
yang berbeda, tentu bukanlah mendukung atau mengusung Ririn

Kuswantari.

Dinamika perubahan koalis didasari atas kedua aur diatas, yang
disebabkan perbedaan tujuan dan pendapat mengenai wakil yang
disandingkan bukan dari PPP. Maka perubahan koalisi didasari atas

perintah DPP masing-masing partai baik Partai Golkar maupun PPP.

Berbicara mengenal dinamika ibarat berbicara mengenai perubahan yang
bersifat sensifitas dan menyangkut hubungan timbal-balik antara individu dan
kelompok. Pada penelitian ini dinamika pencalonan, pembatalan dan
perubahan koalisi terangkum menjadi satu sub-bab yang menjelaskan secara

padat inti dinamika yang terjadi.

Partai Politik

Partai politik sebagai organisas artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku

politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan
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perhatiannya pada pengendalian atas kekuasaan pemerintah dan yang
bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa lain
kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda (Budiardjo, 1998 :
70). Partai politik di Indonesia selalu bermunculan dengan seiring berbagai
visi, misi, dan cita-cita parta yang melatarbelakanginya untuk mencapai

sebuah suksesi politik.

Sebuah sukses politik adalah pergantian penguasa dari masyarakat atau
negara yang bersegmen (golongan) (Calvert, 1995:201). Pada prinsipnya,
terdapat idedlitas standar sebuah partai politik yang baik yaitu (Putra,

2003:22-23):

1. Dapat dikontrol oleh rakyat, dengan bercirikan : @ Dibentuk bukan
dari kalangan parlemen, melainkan dari kalangan gerakan masyarakat.
b) Berbasis lokal yang jelas dan kuat. ¢) Dibentuk berdasarkan
kepedulian bersama. d) Keuangan bergantung pada iuran anggota. €)
Pengurus dan kader partai untuk lembaga legidlatif dan eksekutif
dipilih secara terbuka, langsung dan kompetitif oleh para anggota

2. Sistem kepartaian pluralis, yaitu sesuai kemgemukan bangsa
Indonesia

3. Vis demokrasi pimpinan partai, guna menghindari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN)

4. Partai yang tidak memonopoli.

Stabilitas sistem politik yang sedang berkembang sangat tergantung atas

kekokohan partai politik yang dimiliki. Partai politik sebaliknya hanya dapat
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menjadi kuat sgjauh ia mampu melembagakan dukungan massa (Huntington,
2003: 484). Ini terlihat pada perkembangan klasifikas tipe partai di Indonesia

yang terbagi menjadi partai kader dan partai massa.

Mengarahkan reformasi politik menuju pembangunan sistem yang rasional
dalam artian sistem partai yang ‘kuat’ dan ‘berwibawa’ merupakan jalan
keluar yang wajar. Pertama, titik lemah terdapat pada pola rekrutmen anggota
partai dan rekrutmen calon anggota legislatif. Kedua, peningkatan kualitas
pribadi kader partai. Ketiga, parta dituntut memahami makna pemerintahan
koalis sebagai persyaratan mutlak. Keempat, menuntut konsistensi antara
sistem parta dan sistem pemilihan yang akan menghasilkan sistem tersebut.
Kelima, kesadaran akan perlunya partai-partal politik yang kuat. (Cipto, 2000

: 10-14).

Penting bagi kita menganalisis permasalahan dalam partai politik secara
kompleks dan komprehensif. Ideologi, dasar-dasar sosial, struktur, organisasi,
partisipasi, strategi, semua aspek itu harus diperhitungkan dalam membuat

analisa yang sempurnatentang partai politik manapun (Duverger, 1984 : 5).

1. Tipologi Partai Politik

Pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu,
seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosia dan
tujuan. Berikut sejumlah tipologi menurut kriteria di atas (Surbakti, 1999 :

121-124);
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a Asasdan Orientas

Terbagi menjadi tigatipe:

1. Parta politik pragmatis, ialah suatu partai yang mempunyai
program dan kegiatan yang tak terikat pada suatu doktrin
atau ideologi tertentu

2. Partai doktriner, suatu partai politik yang memiliki
sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran
ideologi.

3. Parta kepentingan, merupakan suatu partai politik yang

dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu.

b. Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungs anggotanya, partai politik dapat
digolongkan menjadi dua; yaitu pertama, partai politik massa atau
lindungan (patronage) yang mengandalkan kekuatan dengan
jumlah anggota dan cara memobilisasi massa sebnayak banyaknya.
Kedua, partai kader yang mengandalkan kualitas anggota,
keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebgai sumber kekuatan

utama.

c. Basis Sosia dan Tujuan

Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosialnya

dibagi menjadi empat tipe yaitu:
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1. Parta politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial
dalam masyarakat (kelas atas, menengah dan bawah)

2. Parta politik yang anggotanya berasal dari kalangan
kelompok kepentingan tertentu (petani, buruh dan
pengusaha)

3. Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama
tertentu

4. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok

budaya tertentu.

Berdasarkan tujuan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pata perwakilan kelompok, partai yang menghimpun
berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan
sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

2. Partai pembinaan bangsa, yang bertujuan menciptakan
persatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-
kepentingan sempit.

3. Partai mobilisasi, yang berupaya memobilisas masyarakat
kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh

pemimpin partai.

2. Sistem Kepartaian (Sartori)

Melalui studinya mengenai sistem kepartaian, Sartori mendefinisikan

sistem kepartaian sebagai sebuah sistem interaksi yang dihasilkan dari
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kompetis antar partai (Sartori, 1976 : 44). Gagasan sistem interaks
tersebut mengacu pada hubungan antar-partai yang menunjukkan tingkat
keteraturan, di mana partai politik bertindak dan bereaks terhadap satu
sama lain dalam pola atau cara yang berbeda, di level arena politik yang

berbeda pula.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Sartori mengembangkan tipologinya
sendiri mengenai sistem kepartaian, sekaligus menawarkan dua kriteria
utama yang ia klasifikasikan sebagai sistem kepartaian. Pertama yakni
jumlah partai yang terkait, kedua adalah jarak ideologis antar parta
tersebut. Mengerucut pada konteks jumlah partai yang terkait, Sartori
menawarkan dua konsep penyaringan, yakni potensi koalis (the coalition
potential) dan potens penindasan (blackmail potential). Coalition
potential adalah partai kerap kali dilibatkan dalam proses pemerintahan,
atau berada dalam koalis mayoritas pemerintahan (Sartori, 1976 : 122).
Sedangkan blackmail potential yakni ketika memiliki kekuatan intimidas
sehingga "keberadaannya, atau tampilannya, memengaruhi taktik
persaingan partai dan terutama ketika mengubah arah kompetisi.” (Sartori,

1976 : 123).

Berdasarkan jumlahnya, Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian
menjadi empat tipe: one-party, two-party, moderate pluralism (tiga sampai
limapartai), dan pluralisme eksrim (lebih dari lima partai). Namun, Sartori
merasa bahwa mengklasifikasikan partai berdasarkan jumlah partai

tidaklah cukup dalam rangka mendeteksi seluruh ciri-ciri sistem kepartaian
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secara signifikan. Maka dari itu, analisis Sartori bergerak lebih jauh ke
arah Kklasifikas partai politik berdasarkan basis ideologinya. Seluruh
kategori numerik kepartaian (dengan pengecualian sistem satu partai),
dapat dibagi ke dalam jarak ideologi yang low maupun yang high. Melaui
proses mengombinasikan dua kriteria numerik dan jarak ideologi, maka

Sartori merancang tujuh kategori sistem kepartaian yang dapat dilihat pada

tabel berikut:
Tabel 2. Sistem Kepertaian Menurut Sartori
Sistem Partai Kutub Polaritas Arah
Pluralisme sederhana  Bipolar Tidak ada sentripetal
Pluralisme moderat Bipolar kecil sentripetal
Pluralisme ekstrim Multipolar besar sentrifugal

Sumber: (Sartori, 1976:127)

C. Rekruitmen Poalitik

Menurut Czudnowski dalam Greenstein dan Polsby definisi rekruitmen
politik adalah “proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu
dilibatkan dalam peran-peran politik aktif” (Pamungkas, 2011 : 91) Proses
rekruitmen merupakan intisari dari keberlanjutan dan eksistens partai politik.
Bermula dari rekrutmen yang baik maka akan mampu menciptakan kader

yang berkualitas bukan sebatas kuantitas.
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Norris (Pamungkas, 2011 : 93) mengungkapkan terdapat 4 hal penting
yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam

rekrutmen politik.

1. Kandidat yang dapat dinominasikan
Partai politik memberikan sggumlah persyaratan tambahan diluar yang
ditentukan negara. Regulas negara biasanya meletakkan persyaratan-
persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri,
diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal,

kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.

2. Penyeleks
Penyeleks adalah lembaga yang menyeleksi kandidat, yang disebut
lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai

pada pemilih.

3. Tempat seleks
Hazan (Pamungkas, 2011 : 98) menyebutnya sebagai persoalan
desentralisasi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat
diseleks secara eklusif oleh penyeleks partai pada tingkat nasional tanpa
prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional,

metode ini disebut sentralistik.

4. Kandidat yang dinominasikan
Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011 : 99) menyebutkan dua model yang

konfrontatif, yaitu model pemilihan vs model penunjukkan. Dalam sistem
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pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara
penyeleksi. Pada sistem penunjukan yang murni, semua kandidat diseleksi
melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksipun dapat mengubah
daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan

kandidat tanpa menggunakan pemilihan.

Perlakuan terhadap keempat dasar pengorganisasian partai politik dalam
rekruitmen politik diatas, menciptakan model pengelolaan partai. Salah
satunya model inklusif vs eklusif. Pada model inklusif, setiap pemilih dapat
menjadi kandidat partai. Pembatasnya hanya regulasi yang ditetapkan negara.
Sementara itu, pada model eklusif terdapat sgjumlah kondisi yang membatas
hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik
memberikan sgjumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara

(Pamungkas, 2011 : 93).

Semua Warga Negara Anggota Partai Anggota Partai+
Syarat Tambahan
Inklusif Eksklusif

Gambar 1. Kandidat yang di seleksi (Pamungkas, 2011 : 93)

Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang
memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu selektor
sangat eklusif dimana kandidat ditentukan oleh pimpinan partai. Model
penyeleksian kandidat di setiap negara memiliki model yang berbeda-beda.

Amerika sering di rujuk sebagai negara dengan model sangat inklusif karena
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partai-partai di sana melibatkan pemilih, atau tidak sekedar anggota partai.
Modéd inklusif lainnya adalah model Eropa yang meletakkan anggota partai
terlibat dalam proses seleksi. Di negara-negara lain, terutama Asia memakai
model eksklusif, yaitu €elit partai yang menentukan seleksi kandidat.
Meskipun demikian, model rekruitmen politik untuk jabatan legidlatif dan
eksekutif partai-partai diberbagai negara memakai pola yang tidak konsisten.

(Pamungkas, 2011 : 94)

Anggota Agens Partai  Agensi Partai  Anggota Partai+
Pemilih Partai Terseleks Non-Terselekss Syarat Tambahan

»

Inklusif Eksklusif

Gambar 2. Penyeleks Partai (Pamungkas, 2011 : 94)

Menurut Norris dan Lovenduski (Pamungkas, 2011 : 98), agen pembuat
keputusan dalam rekrutmen politik terbagi menjadi dua dimens vyaitu:
pertama, dimens bagaimana kekuasaan disebarkan, yaitu apabila kekuasaan
tersentralisasi dipusat, regional atau lokal. Kedua, bagaimana formalisas
keputusan dibuat, apakah dibuat secaraformal atau informal. Pembagian agen

pembuat keputusan terbagi lagi menjadi beberapa model yaitu :

1 Informal-terpusat, model ini  mekanismenya kemungkinan
konstitusional tetapi dalam prakteknya dikarakteristikan sebagai
petronase kepemimpinan. Anggota partai memainkan peran sangat

terbatas dalam proses. Artinya sekedar melayani fungsi simbolik.
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2. Informal-ragional, pada model ini faksi pemimpin tawar-menawar
dengan masing-masing yang lain untuk menempatkan kandidat

atau calon favorit diposisi terbaik.

3. Informal-terlokal, pada model ini penguasa loka memutuskan
prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik. Tanpa
panduan yang mapan, sangat mungkin berubah-ubah. Sehingga

rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil.

4. Formal-terpusat, yaitu eksekutif partai pusat memiliki otoritas

konstitusional untuk memutuskan calon dan pemimpinnya

5. Formal-ragional, pada model ini sama seperti forma terpusat
dimana eksekutif ragional memiliki otoritas konstitusional untuk

memutuskan calon.

6. Formal-terlokal, pada model ini antara konstitusional dan panduan
nasional dimapankan untuk menstabilkan proses rekrutmen. Sistem

ini memungkinkan proses yang transparan dan aturan yang adil.

I nstitusionalisme Baru

Ketertarikan pada institusionalisme bangkit kembali sgjak 1980-an dengan
munculnya apa yang disebut ‘institusionalisme baru’. Sementara tetap pada
keyakinan inti dari institusionalis bahwa ‘lembaga-lembaga adalah pokok

persoalannya’, dalam pengertian bahwa struktur-struktur politik dianggap
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membentuk perilaku politik, ingtitusionalisme baru telah merevis
pemahaman kita tentang apa yang menyusun sebuah ‘lembaga’ dalam

sejumlah aspek (Heywood, 2014 : 25).

Pada penelitian ini, Golkar dan PPP disebut lembaga yang berhimpun
menamakan diri sebagai partai. Setigp partai yang terbentuk memiliki nilai,
aturan semacam norma dan kesepakatan yang harus dipatuhi semua
anggotanya yang tertuang dalam AD/ART partai. Keputusan yang dihasilkan
dalam setigp musyawarah didasarkan atas pedoman yang berlaku seperti
Petunjuk Pelaksana (Juklak) masing-masing partai. Melalui rumusan masalah
penelitian ini, menganalisa menggunakan teori institusionalisme dipandang
mampu menjawab pertanyaan yang digukan dalam penelitian ini. Sebab,
partai politik sebagai suatu lembaga berbeda daam pemahaman partai

sebagai suatu organisasi.

Lembaga-lembaga politik tidak lagi disamakan dengan organisasi-organisasi
politik; mereka dianggap bukan sebagai ‘benda-benda’ tetapi sebagai
rangkaian dari ‘aturan’, yang memandu atau membatasi perilaku dari para
pelaku individual. Aturan-aturan ini memiliki sisi informal dan juga formal,
proses pembuatan kebijakan terkadang dibentuk oleh kesepakatan atau
kesepahaman tak tertulis daripada oleh tatanan formal. Terlepas dari hal-hal
lain, ini dapat membantu menjelaskan mengapa lembaga-lembaga seringkali

sulit untuk melakukan reformasi dan transformasi (Heywood, 2014 : 25).

Hall dan Taylor membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga

kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (historical institutionalism),
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ingtitusionalisme pilihan rasional (rational choice ingtitutionalism) dan
institusionalisme sosiologis (sociological instituti-onalism) (Hall dan Taylor,

1996 : 9).

Ada beberapa fenomena yang menjadi perhatian para penganut pilihan
rasional ingtitusionalisme, termasuk analisis dalam perilaku koalis,
pengembangan lembaga-lembaga politik dan kajian tentang konflik (Hall dan
Taylor, 1996 : 9). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan institusionalisme
baru digunakan dalam melihat bagaimana lembaga-lembaga berperan dan
merespon perubahan-perubahan yang menuntut peran mereka. Serta,
bagaimana aktor-aktor dalam lembaga, atau aktor-aktor yang merefleksikan
lembaga, berfikir, dan berperan. Baik peran yang diatur dan dibatasi oleh
norma dan aturan, maupun peran yang lebih luas yang tidak diatur dalam
aturan-aturan forma (Ramadlan dan Wahyudi, 2016. Indonesian Political

Science Review. 136-153 VVal. 2).

Pilihan Rasional (Rational Choice)

Di antara pendekatan-pendekatan teoritis mutakhir dalam ilmu politik adalah
apa yang disebut sebagai teori pilihan rasional. Pendekatan ini mengambil
banyak pada contoh dari teori ekonomi dalam membangun model-model
yang berdasarkan pada aturan prosedural, biasanya tentang perilaku rasional
dari individu-individu yang terlibat (Heywood, 2014 : 23). Selain itu
pendekatan ini menyediakan paling tidak sebuah alat analitis yang berguna,

yang dapat menyediakan wawasan tentang aksi-aksi dari para pemilih, pelobi,
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birokrat dan politisi, juga tentang perilaku dari negara-negara di dalam sistem
internasional. Sementara itu, pendekatan orientasi kebijakan mengasumsikan
bahwa partai sangat menaruh perhatian terhadap kebijakan, apapun
rasionalitasya, dan kemudian mengambil posisi programatik partai dalam satu
atau lebih dimens kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan

koalis (Pamungkas, 2011 : 85).

Pendekatan model pilihan rational (Surbakti, 2010 : 186) terdapat lima faktor

yang mempengaruhi, yaitu :

1. Struktural
Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari
konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai,
sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan

oleh setiap partai.

2. Sosiologis
Menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial.
Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi
latar belakang demografi dan sosia ekonomi, seperti jenis kelamin,
tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan

dan agama.

3. Ekologis
Digunakan dalam suatu daerah pemilihan yang terdapat pebedaan

karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan,
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kecamatan dan kabupaten. Kelompok masyarakat, seperti penganut
agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu,
subkultur tertentu, dan profes tertentu bertempat tinggal pada unit
teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit
teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil
pemilihan umum. Pendekatan ekologis ini sangat diperlukan karena
karakteristik data hasil pemilihan umum untuk tingkat provinsi berbeda
dengan karakteristik kabupaten, atau data karakteristik kabupaten

berbeda dengan karakteristik data tingkat kecamatan.

. Psikologis Sosid

Salah satu konsep psikologi sosia yang digunakan untuk menjelaskan
perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikas
partai. Konsep ini merujuk pada perseps pemilih terhadap partai
tertentu. Kongkretnya partai yang secara emosional dirasakan sangat
dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa

terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

. Pilihan Rasional

Kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang
dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan
suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini
digunakan pemilih untuk dan kandidat yang hendak mencalonkan diri
untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pegabat pemerintah. Bagi

pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat
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keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk

membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik. [Imu ini
mengadopsi kgjian sosiologi yang dipopulerkan oleh James S. Coleman pada
jurna rationality and society (1989) dalam (Ritzer, 2014 : 369), yang
dimaksudkan untuk menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif
pilihan rasional. Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasiona dari
individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan

tertentu dan tujuan tersebut ditentukan oleh nila atau pilihan (prefensi).

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang
sebagal manusia yang mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya
untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor juga dipandang mempunyai pilihan
atau nilai, keperluan, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan
dilakukan untuk mencapal tujuan yang sesual dengan tingkatan pilihannya.
Teori pilihan rational sebagai landasan tingkat mikro, untuk menjelaskan
fenomena tingkat makro. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada
aktor, dimana aktor dipandang sebagai mempunya tujuan dan mempunyai

maksud.

Ada dua unsur utama teori Coleman (Ritzer, 2014 : 369), yakni aktor dan
sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang
dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan bahwa dalam suatu sistem
sosial minimal terdapat dua orang aktor yang mengendalikan sumber daya

tersebut. Keberadaan sumber daya tersebut menjadi pengikat yang



mengakibatkan sifat saling membutuhkan diantara keduannya. Sehingga
secara tidak langsung tindakan yang melibatkan kedua aktor tersebut menuju
pada tingkatan sistem sosial. Analisis Fenomena Makro menggunakan teori

pilihan rasional :

1. Perilaku Kolektif
Teori pilihan rasiona dapat menganalisis perilaku kolektif, meskipun sifat
perilaku kolektif tidak stabil dan kacau. Teori pilihan rasional dapat
menjelaskan penyebab adanya perilaku kolektif yang liar dari seorang atau
beberapa aktor terhadap aktor lain. Menurut teori pilihan rasional, adanya
perilaku yang demikian dikarenakan mereka berupaya memaksimalkan
kepentingan mereka. Adanya upaya memaksimalkan kepentingan
individual tersebut menyebabkan keseimbangan kontrol antara beberapa
aktor dan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, dalam
perilaku kolektif, adanya upaya memaksimalkan kepentingan individu tak

selalu menyebabkan keseimbangan sistem.

2. Norma
Menurut Coleman, norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa
orang. Mereka memahami keuntungan dibentuknya norma tersebut, dan
kerugian apabila terjadi pelanggaran terhadap norma. Aktor berusaha
memaksimalkan utilitas mereka, sebagian dengan menggerakkan hak
untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan memperoleh sebagian hak
untuk mengendalikan aktor lain. Tetapi ada pula keadaan di mana norma

berperan menguntungkan orang tertentu dan merugikan orang lain. Dalam
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kasus tertentu, aktor menyerahkan hak (melalui norma) untuk
mengendalikan tindakan orang lain. Selanjutnya keefektifan norma
tergantung pada kemampuan melaksanakan consensus tersebut. Konsensus
dan pelaksanaannya yang mencegah tandatanda ketidakseimbangan

perilaku kol ektif.

. Aktor Korporat

Melalui norma, Coleman bergerak ke level makro dan melanjutkan
analisisnya pada level ini ketika membahas aktor korporat. Dalam suatu
kelompok kolektif, aktor tidak dapat bertindak menurut kepentingan
mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Ada berbagai
aturan dan mekanisme agar dapat berpindah dari pilihan individu menuju
pilihan kolektif. Coleman berargumen bahwa aktor korporat dan aktor
manusia memiliki tujuan. Terlebih lagi dalam struktur korporat seperti
organisasi, aktor manusia bisa menggar tujuan mereka yang berbeda
dengan tujuan korporat. Coleman mulai dari individu dan dari gagasan
bahwa semua hak dan sumber daya tersedia pada level ini. Kepentingan
individu menetukan seluruh peristiwa. Didunia modern aktor korporat

semakin penting.

. Kerangka Pikir Pendlitian

Peneliti menguraikan teori institusionalisme baru milik Hall dan Taylor

yang menjelaskan bahwa lembaga memiliki aturan yang bersifat struktural

dan memiliki peran yang bersifat tidak tertulis ataupun non-formal,
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dilengkapi dengan pendekatan pilihan rasional milik James S. Coleman
yang berasumsi bahwa pilihan rasional didasarkan atas sumber daya dan
aktor. Dimana 3 (tiga) pokok asumsi tersebut meliputi beberapa indikator
yaitu perilaku kolektif, norma dan aktor korporat. Dimana teori tersebut
secara makro juga diturunkan menjadi sub-indikator bahwa pilihan
rasional dalam kegagalan pencalonan Ririn Kuswantari didasari atas
tujuan, sumber daya dan preferensi. Utamanya dalam pihak yang

berinteraks yakni Partai Golkar dan PPP.

Dilain gisi, peneliti juga mengawali pembahasan dengan melakukan
penjabaran konsep dinamika yang menjadi inti subtansi dalam penelitian
ini. Dinamika dalam sudut pandang politik yang dimaknai dari dinamika
pencalonan Ririn Kuswantari, dinamika pembatalan Ririn Kuswantari
sampai dengan adanya dinamika perubahan koalisi antara Partai Golkar

dan PPP.
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DINAMIKA
1
Partai Golkar > | Ririn Kuswantari
4 2
5 3
PPP
Pembatalan
Koalis K esepakatan
6 Kodlis
Terbentuk
Koadlis Baru
Sujadi-Fauzi Ardian Saputra- Dewi Arimbi

Norma

Aktor
Korporat

Perilaku
Kolektif

Gambar 3. Alur Kerangka Pikir.

Keterangan Gambar :

1. DPD Il Parta Golkar Kabupaten Pringsewu mengusung Ririn Kuswantari

sebagali kader untuk mau dalam Pilkada Kabupaten Pringsewu sebagal
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Caon Bupati berdasarkan dukungan Pengurus Kecamatan yang ada di

Kabupaten Pringsewu dalam Rapat Pleno Partai Golkar.

. Ririn Kuswantari meminta dukungan dan mengagjak DPC PPP Kabupaten

Pringsewu berkoalisi untuk mendukung dirinya dalam Pilkada Kabupaten

Pringsewu.

. DPC PPP Pringsewu menyetujui untuk mendukung Ririn Kuswantari

sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.

. DPC PPP Kabupaten Pringsewu dan DPD |l Partai Golkar Kabupaten
Pringsewu menandatangani surat perjanjian Kesepakatan Kerjasama
Politik untuk mengusung dan mendukung Ririn Kuswantari dalam Pilkada

Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.

. DPC PPP Kabupaten Pringsewu membatalkan kerjasama yang terjalin
dengan Partal Golkar Kabupaten Pringsewu dan beralih tidak mendukung
Ririn Kuswantari. Alhasil Partai Golkar tidak dapat mengusung Ririn
Kuswantari karena syarat kurss DPRD tidak mencukupi dengan

mundurnya PPP.

. Koalis baru terbentuk diantara kedua partai. Partai Golkar mendukung
petahana yaitu Sujadi-Fauzi berkoalisi dengan Partai Demokrat, PKS,
PKB serta Partai Gerindra dan Partai PPP tetap pada pendiriannya
mengusung kader PPP yaitu Dewi Arimbi sebaga wakil dan Ardian

Saputra sebagal bupati berkoalisi dengan PDIP.



(1. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menganalisis kasus yang merupakan dinamika peta koalisi
termasuk menjadi kajian yang kompleks untuk dicermati. Maka dalam penelitian
ini, sangat dibutuhkan sebuah metode penelitian yang tepat untuk dapat
memecahkan permasalahan yang ada. Peralihan atau dinamika koalisi oleh Partai
Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memang
bukan kali pertama terjadi, dalam Pilkada di daerah manapun termasuk dengan
partai lainnya. Justru dengan muculnya koalis yang pernah ada, Peneliti dapat
mencermati alur koalis atau kerjasama kesepakatan politik yang pernah terjadi
sebagal acuan peneliti dalam menganalisa kasus ini, serta disandingkan dengan

teori yang peneliti jadikan acuan berpikir.

Metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang
menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. (Koentjaraningrat, 1981 : 16).
Pembahasan dimulai dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis
data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan
teknik penarikan keabsahan data. Semua pembahasan tersebut didukung dengan
referensi-referensi  mutakhir terkait metode penelitian dalam politik dan

pemerintahan.
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Metode penelitian dalam arti luas, merupakan cara dan prosedur yang sistematis
dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud
mendapatkan informas untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.
Cara dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari

berbagai tahapan atau langkah-langkah.

Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk
menemukan solus atas suatu masalah. Maka dengan langkah-langkah tersebut,
sigpapun yang melaksanakan penelitian dengan mengulang atau menggunakan
metode penelitian yang sama untuk objek dan subjek yang sama akan memperoleh

hasil yang sama pula (Silalahi, 2012 : 12).

A. TipePenditian

Menentukan tipe atau jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki,
menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah bukanlah
pekerjaan yang mudah. Sebab, di samping tidak ada satu tipe penelitian
tunggal yang digunakan untuk meneliti suatu geala tertentu,
pengklasifikasian tipe penelitian juga menunjukkan ragam cara (Silalahi,
2012 : 22). Pada kasus perubahan koalisi Partai Golkar dan PPP yang diduga
berkaitan dengan kegagalan mengusung Ririn Kuswantari menjadi Calon
Bupati Pringsewu periode 2017-2022, Peneliti meyakini bahwa tipe penelitian

deskriptif adalah tipe penelitian yang tepat digunakan dalam penelitianini.
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Selain bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala
atau masalah yang diteliti, penelitian deskriptif juga fokus pada pertanyaan
dasar “bagaimana” dan “mengapa” dengan berusaha mendapatkan dan
menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak
detail yang tidak penting seperti dalam penelitian eksplorasi. Tipe-tipe
penelitian berdasarkan tujuan meliputi penelitian eksploratori, penelitian

deskripsi dan penelitian eksplanatori. (Silalahi, 2012 : 26-30)

Sedangkan pada penelitian ini, tipe yang digunakan yaitu deskriptif. Selain
mengetahui apa yang terjadi (eksploratif), penelitian juga ingin mengungkap
bagamana ha itu terjadi (deskriptif). Oleh karena itu, temuan-temuan
penelitian deskriptif lebih dalam dan lebih luas dan lebih terperinci. Disebut
lebih luas karena penelitian dilakukan tidak hanya terhadap masalah tetapi
juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masaah itu. (Silaahi,

2012 : 28).

Fokus Pendlitian

Dalan pandangan penelitian kudlitatif, gejala itu bersifat holistik
(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak
akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi
keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place),
pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.
Batasan masalah penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok

masal ah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2016 : 287).
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Pada kasus dinamika pencalonan dan pembatalan Ririn Kuswantari menjadi
Caon Bupati Kabupaten Pringsewu serta perubahan koalisi Partai Golkar dan

PPP, fokus penelitian terdiri dari :

1. Dinamika pencalonan bupati meliputi kesepakatan koalis pencalonan
Ririn Kuswantari ditetapkan sebagai calon bupati oleh kedua partai.
Fokus dalam penélitian ini adalah prosedur dalam pencalonan Ririn
Kuswantari melalui alur tahapan tiap parta baik Partai Golkar maupun
PPP.

2. Dinamika pembatalan calon bupati meliputi kegagalan koalisi partal
pendukung dan pengusung Ririn Kuswantari melgu pada bursa Pilkada
Kabupaten Pringsewu. Fokus dalam penelitian ini pada keputusan yang
didasari tujuan dan norma masing-masing partai yang menyebabkan Ririn
Kuswantari menghentikan dan dihentikan langkahnya.

3. Dinamika perubahan koalisi parta meliputi terbentuk koalisi baru atas
keputusan masing-masing partai dalam mengubah komposisi koalis
dengan perbedaan kandidat yang diusung pada kesepakatan sebelumnya.
Fokus dalam penelitian ini adalah pemahaman nilai-nilai atau prinsip
masing-masing partai dalam kepentingan dan pilihan rasional yang

hendak dicapai.

Peneliti mendapatkan grand theory yaitu institusionalisme baru dari Hall dan
Taylor yang menganaisa masalah penelitian berdasar sudut pandang
kelembagaan dengan pendekatan teori milik James S. Coleman untuk dapat

fokus menganalisa permasalahan ini ditinjau dari teori pilihan rasional.
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Berdasarkan situasi penelitian, menunjukkan adanya pilihan rasional yang
diambil dan peneliti berusaha menganalisa dinamika pencalonan dan
pembatalan Ririn Kuswantari sebagai Calon Bupati Kabupaten Pringsewu
Periode 2017-2022 dari sudut pandang beberapa pihak yang terlibat, utamanya
pengurus Partai Golkar dan PPP baik di tingkat Kabupaten Pringsewu serta
pengurus di Provins Lampung dalam memberikan pandangan kelembagaan
pilihan rasional politiknya pada kasus ini. Selanjutnya, peneliti memfokuskan
masalah pada pilihan rasional. Ada dua unsur utama teori Coleman, yakni
aktor dan sumberdaya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian

dan yang dapat dikontrol oleh aktor. (Ritzer, 2014 : 369):

Pada teori institusionalisme baru, fokus yang menjadi acuan adalah mengenai
kelembagaan yang memiliki aturan struktural dan peraturan yang bersifat non

formal atau tidak tertulis, diantaranya (Hall dan Taylor , 1996: 6) :

1. Aturan Struktura : Tindakan individu mempengaruhi lembaga, tetapi juga
diatur oleh aturan-aturan dalam lembaga. Karena itu, tindakan atau
keputusan lembaga, juga dapat merefleksikan tindakan individu. Peraturan
yang dilaksanakan secara terstuktur dan diikuti semua individu lembaga,
mengatur dalam berperilaku. Contohnya AD/ART partai yang dijadikan
pedoman formal dalam melakukan tindakan, Petunjuk Pelaksana (Juklak),
dan peraturan tertulis lainnya. Terdapat proses-proses politik berdasarkan
pertimbangan untung rugi untuk menyel esaikan masalah-masalah bersama

(Hall dan Taylor, 1996 : 9).



2. Aturan Non Formal : Peraturan yang bersifat tidak tertulis namun diikuti
semua individu dalam lembaga. Pada penelitian ini contohnya adalah
seperti perintah Ketua Umum Partai, Ketua Pengurus Partai tingkat daerah.
Ini terlihat seperti aturan PPP yang diduga mengharuskan wakil yang
mendampingi Ririn berasa dari kader PPP. Ingtitusionalisme pilihan
rasional melihat keseimbangan institusional sebagal norma atau aturan-
baik formal maupun informal yang disepakati bersama. Pendekatan ini
melihat bahwa keadaan normal politik adalah di mana aturan permainan
yang stabil dan para aktor memaksimakan keuntungan (biasanya
keuntungan pribadi) yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut. Para aktor
mempelgjari  aturan-aturan, strategi adaptasi dan dengan demikian
melahirkan keseimbangan institusional. Meski tidak semua aktor merasa
senang atau diuntungkan dengan struktur kelembagaan yang terbentuk,
tetapi yang menjadi tujuan adalah pada kondis yang stabil. Setelah stabil,
sangat sulit untuk mengubah aturan karena tidak ada yang bisa
memastikan hasil dari struktur yang terbentuk (Clarke and Foweraker
dadam Ramadlan dan Wahyudi, 2016. Indonesian Political Science

Review. 136-153 Val. 2).

Menimbang orientasi aplikatifnya, Coleman menunjukkan ketertarikan dalam

diagnosis dan solusi dari berbagai permasalahan ini (Ritzer, 2014: 370-372) :

1. Perilaku Kolektif

Upaya memaksimalkan kepentingan individual itu menyebabkan

keseimbangan kontrol antara beberapa aktor dan ini menghasilkan
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keseimbangan dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus perilaku kol ektif,
karena terjadi pemindahan kontrol secara sepihak, upaya
memaksimalkan kepentingan individu tak mesti menyebabkan
keseimbangan sistem. Ikhwal penelitian ini, perilaku kolektif terlihat
ketika kedua partai politik yakni Golkar dan PPP mengalihkan
dukungan yang awahnya untuk Ririn Kuswantari beralih kepada
pasangan calon lainnya. Perilaku kolektif ini merugikan Ririn
Kuswantari dimana perahu partai yang akan mengusungnya saling

“bercerai” dan memutuskan mendukung pasangan calon yang lain.

. Norma

Coleman ingin mengetahui bagaimana cara norma muncul dan
dipertahankan dalam sekelompok aktor rasional. Menurutnya, norma
diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat
keuntungan yang dihasilkan dari pengalaman terhadap norma dan
kerugian yang berasa dari pelanggaran norma itu. Aktor dilihat
berupaya memaksimalkan utilitas mereka sebagian dengan
menggerakkan hak untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan
memperoleh sebagian hak untuk mengendalikan aktor lain. Jika
pemindahan norma itu tak terjadi secara sepihak, maka dalam kasus
norma ini terdapat keseimbangan. Tetapi, ada pula keadaan di mana
norma berperan menguntungkan orang tertentu dan merugikan aktor
lain. Pada kasus tertentu, aktor menyerahkan hak untuk mengendalikan
(melalui norma) tindakan orang lain. Selanjutnya, keefektifan norma

tergantung pada kemampuan melaksanakan konsensus itu. Konsensus



46

dan pel aksanaannyalah yang mencegah tanda-tanda
ketidakseimbangan perilaku kolektif. Pada penelitian ini, keputusan
PPP menolak calon wakil yang mendampingi Ririn Kuswantari bukan
merupakan keputusan tanpa sebab dan alasan. Norma atau semacam
aturan pusat untuk menjadikan kader PPP masuk dalam bursa calon
kepala daerah adalah perjuangan partai untuk menuntut itu kepada
rekan koalisinya. Namun dalam kasus ini, nama wakil bupati yang
disandingkan dengan Ririn Kuswantari justru dari kader PAN yang
sama sekali tidak berkoalis dengan PPP dan Partai Golkar. Ini diduga
menyebabkan norma tersebut tidak diindahkan oleh rekan koalisi PPP

yaitu Golkar.

. Aktor Korporat
Di dalam kolektivitas, aktor tidak boleh bertindak menurut

kepentingan pribadi mereka, tetapi harus bertindak menurut
kepentingan kolektivitas. Coleman menyatakan, baik aktor kolektif
maupun aktor individual mempunyal tujuan. Pada struktur kolektif,
seperti sebuah organisasi, aktor individual dapat menggar tujuan
pribadi mereka yang mungkin berbeda dari tujuan kolektif. Mengacu
pada kasus ini, elektabilitas Ririn Kuswantari menjadi salah satu poin
yang dijadikan aasan tidak naiknya Ririn pada bursa Pilkada
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017. Tim survel elektabilitas yang
hanya diis oleh pengurus partai di pusat atau DPP yang merupakan
aktor pusat terutama pengurus Partai Golkar Provins Lampung yang

mengatakan bahwa el ektabilitas Ririn belum mampu menandingi calon
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petahana. Dilain sisi, pergantian Ketua DPD | Partai Golkar yaitu
Alzier Dianis Thabrani kepada Arina Djunaidi diduga memicu
pengaruh perubahan keputusan kepada Ririn Kuswantari untuk maju

menuju kursi nomor satu di Pringsewu.

C. JenisData

Jenis data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Mampu memahami
dan mengidentifikas latar data dan sumber data, akan memudahkan peneliti
untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat guna dan hasil guna dan
memudahkan melakukan pengumpulan data (Silaahi, 2012 : 289). Pada
penelitian kali ini, peneliti menggunakan data primer yang bersumber dari
hasil wawancara bailk yang bersifat terstruktur maupun secara mendalam
kepada informan. Dimana informan peneliti terdiri dari pihak-pihak yang
terlibat secara langsung dalam dinamika koalisi Partai Golkar dan PPP pada
pencalonan Ririn Kuswantari, yaitu partai pendukung dan partai pengusung
terdiri dari:
a. Partai Pendukung
1. Johan Arifin, selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
periode 2010-2015
2. Sahidin, selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan periode
2016-2021
3. Hasanus, BBA, selaku Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan

periode 2016-2021
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b. Parta Pengusung
1. Sagang Nainggolan, selaku Sekretaris DPD Il Partai Golongan
Karya Kabupaten Pringsewu periode 2016-2021
2. Supriadi Hamzah, selaku Sekretaris DPD | Partai Golongan Karya
Provinsi Lampung periode 2015-2020
3. Asep Yani, selaku Wakil Sekretaris DPD | Partai Golongan Karya
Provinsi Lampung 2015-2020
c. Pengamat Politik

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si (Dosen FISIP Unila)

Sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari file atau arsip DPD | Provins
Lampung dan DPD Il Golkar Kabupaten Pringsewu dan Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) PPP serta DPW PPP Provinsi Lampung seperti AD/ART,
Petunjuk Pelaksana (Juklal) partai, Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas
Pencalonan dan dari berbagai media massa untuk menambah literatur peneliti
guna mengembangkan permasalahan ini seperti partaigolkar.or.id, ppp.or.id,
harianlampung.com,  lampost.co, tribunnews.com, radarlampung.com,
jgiamo.com, muaramedia.com, ruwajurai.com, kupastuntas.co, bbc.com, dan

L news.co, teraslampung.com.

L okas Penditian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPD | Partai Golongan Karya (Golkar)

Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 7B Pahoman,

Bandarlampung .Serta di Kantor DPD |1 Partai Golkar Kabupaten Pringsewu



49

yang beralamat di Jalan Satria, Pringsewu Barat dan Sekretariat DPC PPP
Kabupaten Pringsewu di Jalan KH. Gholib, Pringsewu. Serta di Sekretariat

DPW PPP Provinsi Lampung di Jalan Wolter Monginsidi Bandarlampung.

I nforman

Informan pada sebuah pendlitian, dapat diartikan sebagai orang yang
bermanfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondis latar
penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak
pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim
penelitian walaupun hanya bersifat informa (Moleong, 2014 : 132). Maka,
guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, maka informan
yang akan penulis wawancara adalah sebagai berikut:
a. Partai Pendukung
1. Johan Arifin, selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
periode 2010-2015
2. Sahidin, selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan periode
2016-2021
3. Hasanus, BBA, selaku Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan

periode 2016-2021

b. Partai Pengusung
1. Sagang Nainggolan, selaku Sekretaris DPD Il Partai Golongan

Karya Kabupaten Pringsewu periode 2016-2021
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2. Supriadi Hamzah, selaku Sekretaris DPD | Partai Golongan Karya
Provinsi Lampung periode 2015-2020
3. Asep Yani, selaku Wakil Sekretaris DPD | Partai Golongan Karya

Provinsi Lampung periode 2015-2020

c. Pengamat Politik

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si (Dosen FISIP Unila)

Alasan utama Peneliti menentukan informan diatas adalah berkaitan dengan aur
dinamika koaisi yang disgikan. Peran DPD | Parta Golkar Provins
Lampung dalam menentukan keputusan sangat memiliki andil yang besar
dalam mengusung nama Ririn Kuswantari sebagai Calon Bupati Pringsewu
periode 2017-2022 ke DPP Partai Golkar. Dimana pada saat yang bersamaan
Ririn Kuswantari menjabat sebagai Sekretaris DPD | Partai Golkar Provins
Lampung. Dilain sisi, keterlibatan DPD |1 Partai Golkar Kabupaten Pringsewu
yang menjadi pijakan awal mengantar Ririn Kuswantari mencari koalisi partai,
dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapat informasi secara utuh. Selain itu
dilain pihak, Ketua DPC PPP Kabupaten Pringsewu selaku partai yang
mendukung Ririn Kuswantari akan menjadi pelengkap argumentasi mengapa

koalis itu terhenti.

. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian,

yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono,
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2016 : 187). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mewawancarai sumber-
sumber data dan menggukan beberapa pertanyaan lisan dengan
menggunakan daftar pertanyaan terstruktur maupun secara mendalam
yang berkaitan dengan dinamika pilihan koalisi Partai Golkar dan PPP
yang berkaitan dengan pencalonan nama Ririn Kuswantari yang gaga
menjadi Calon Bupati Pringsewu periode 2017-2022. Ada anggapan
yang perlu dipegang oleh penditi daam menggunakan metode
wawancara (interview) (Sugiyono, 2016 : 188) diantaranya:

a. Bahwa responden adalah orang yang paling tahu tentang
dirinya sendiri

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada pendliti
adalah benar dan dapat dipercaya.

c. Bahwainterpretasi subjek tentang pertanyaan yang digjukan
peneliti kepadanya adalah sama dengan apa Yyang

dimaksudkan oleh peneliti. (Sugiyono, 2016 : 188).

2. Dokumentasi, digunakan untuk mendukung teknik pengumpulan data
di atas. Penditi menggunakan dokumentasi, yaitu dengan cara
mempelgari bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan pendlitian
ini. Dokumen pada penelitian ini meliputi Petunjuk Pelaksana (Juklak)
partai, Surat Tugas Pencalonan, Foto saat rapat pleno dan musyawarah,

Surat Keputusan (SK) yang berasal dari DPD | Partai Golkar Provinsi
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Lampung dan DPD |1 Partai Golkar Kabupaten Pringsewu, serta DPC
PPP Kabupaten Pringsewu dan DPW PPP Provins Lampung.
Dokumen dinyatakan penting utamanya dalam penelitian kualitatif
sebagal deskripsi kegiatan, perilaku dan kebenaran pendlitian

(Sugiyono, 2016 : 326).

G. Teknik Pengolahan Data

Peneliti telah memperoleh sgjumlah data dari lapangan, sehingga Peneliti
dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut.
Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

(Silalahi, 2012 : 342) :

1. Editing Data
Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang
dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten
dan lengkap. Tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun
tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan
memilih hasil wawancara dengan para informan yang ada terkait
dinamika pencalonan Ririn Kuswantari menjadi Caon Bupati
Kabupaten Pringsewu dalam koalisi Partai Golkar dan PPP ini, dan
dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus
penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa

yang lebih baik sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).
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Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian
dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan
informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali

semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretas Data
Interpretas data digunakan untuk mencari makna dan hasil
penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis
data yang diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian
mendapatkan kesimpulan sebagai hasil  penelitian. Pendliti
memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati
proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Dimana fokus
penelitian ada pada dinamika kelembagaan serta pilihan rasional
pencalonan Ririn Kuswantari oleh Partai Golkar dan PPP. Penyebab
kegagadan Ririn Kuswantari menjadi Calon Bupati Pringsewu
periode 2017-2022 ini akan diinterpretasikan sebagai pilihan rasional
semua pihak. Peaksanaan interpretass  dilakukan  dengan
memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif.
Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis

data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

H. Teknik Analisis Data

Anadisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain



sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang
lan. Andisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelgari, dan membuat

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016 : 332).

1. Reduks Data
Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal
yang dianggap penting oleh pendliti. Pada penelitian ini pendliti
merangkum hasil wawancara, menelaah rekam kronologi yang ada
pada momentum Partai Golkar baik ditingkat DPD | Provins
Lampung maupun DPD |l Kabupaten Pringsewu serta DPC PPP
Kabupaten Pringsewu dan DPW PPP Provinss Lampung serta
pandangan akademis dalam proses menuju Pilkada Kabupaten
Pringsewu tahun 2017. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah
pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan
lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai

masal ah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

Peneliti mengumpulkan data mengena dinamika koalisi Partai Golkar
dan PPP yang memilih untuk tidak mencalonkan Ririn Kuswantari
menjadi Calon Bupati Pringsewu periode 2017-2022 ini menggunakan
pertanyaan yang berbeda namun mendalam tiap kriteria informan
untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti

membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.
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2. Penyajian Data
Penygjian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan
gambaran penelitian secara menyeluruh. Penygjian data yang disusun
secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih
memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang
diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi
data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif. Peneliti
melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduks untuk
menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-
catatan penting di lapangan, kemudian disgjikan dalam bentuk teks
deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis.
Kegiatan lanjutan peneliti pada penygjian data adalah data yang
didapat disgjikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk

menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikas Data
Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam mengandisis data. Data
diuji keabsahannya melalui validitas interna yaitu aspek kebenaran,
validitas eksterna yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan
objektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan.
Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan
yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesual tujuan

penelitian.
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Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan
penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses
display data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan
lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada
dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab
tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data jika telah
dilakukan, maka peneliti dapat mengungkapkan kesimpulan pada
penelitian ini. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data
lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk
dan kategori data, setelah data mengalami proses reduks dan
disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan

diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan.

Teknik Pemeriksaan K eabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang
dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik
keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sahih. Penelitian ini
menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui
proses triangulasi. Hasil wawancara dan dokumentas dikumpulkan
berdasarkan dergat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh
memiliki keselarasan yang sesuai. Pendlitian ini menggunakan teknik
triangulasi sumber. Tujuan dari trianggulasi bukan untuk mencari kebenaran

tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman
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peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Triangulas sumber adalah teknik
menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan
informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan
hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observas yang memiliki kesamaan
informasi. Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari
kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya.
Untuk memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan
informan salah, karena tidak sesua teori, tidak sesuai dengan hukum

(Sugiyono, 2016 : 329).

Pada penelitian ini teknik triangulas yang peneliti gunakan ialah ada empat
triangulasi sebagal teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu

(Bungin, 2011 : 264-265) :

a. Triangulas dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan
dan mengecek bak dergat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Pada penelitian ini,
sumber data yang di cek adalah Surat Tugas pencanangan Ririn
Kuswantari sebagai calon bupati, SK pengurus kedua partai politik
yaitu Golkar dan PP serta hasil rapat pleno dan rapat pimpinan cabang
masing-masing partai.

b. Triangulas keujuran penelitian untuk menguji  kegujuran,
subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh pendliti dilapangan.
Penulis berupaya untuk menampilkan dan menygjikan data dengan

kejujuran dan tanpa manipulasi data apapun dalam penelitian ini.
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c. Triangulasi teori yakni peneliti melakukan penguraian pola, hubungan
dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari
tema atau penjelasan pembanding. Teori pilihan rasional sebaga acuan
daam mengandisa pendlitian ini, dimula dari menguraikan pola
pencanangan, pembatalan dan perubahan koalisi Partai Golkar dan
PPP. Dilanjutkan dengan analisa teori yang mengkaitkannya dengan
sub-indikator teori pilihan rasional.

d. Triangulas metode yakni menggunakan strategi seperti pengecekan
dergat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik
pengumpulan data dan pengecekan beberapa sumber data dengan
metode yang sama (Bungin, 2011 : 265). Peneliti juga merujuk pada
metode yang digunakan, dan berupaya membuang data terutama hasil
wawancara yang tidak sesuai dengan pertanyaan penulis dan
melakukan editing data sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

yang baik dan benar terutama dalam penelitian ini.



V. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum L okasi Pendlitian

1. Partai Golongan Karya (Golkar)

A. Vis

Sgaan dengan cita-cita para bapak pendiri negara bahwa tujuan kita
bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia,
mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai
Golkar sebaga pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan vis
perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.
Partai Golkar, berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang mau,
modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang
beriman dan bertagwa, berahlak bak, menjunjung tinggi hak asas
manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat
madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan
lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos

kerja dan semangat kekaryaan, sertadisiplin yang tinggi.

Sesuai visi ini maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik

nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi
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politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreks terencana,
melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan.
Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim
kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam
suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya
mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada
kedaulatan rakyat adalah cita-cita sgjak kelahirannya. (sumber

http://www.partaigolkar.or.id diakses pada 12 Oktober 2017 Pukul 15.30

WIB).

. Mis

Rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai
Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan,
mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan
ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan
pembangunan nasiona di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat
yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan
kesgahteraan rakyat, dan hak-hak asas manusia. Dalam rangka
membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi
sebagal sebuah partai politik modern, yaitu pertama, mempertegas
komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan
memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi

kebijakan politik yang bersifat publik. Kedua, melakukan rekruitmen
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kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi posisi politik atau
jabatan-jabatan publik. Dengan posis atau jabatan politik ini maka para
kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk
diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesgahteraan rakyat.
(sumber: http://www.partaigolkar.or.id diakses pada 12 Oktober 2017

Pukul 15.30 WIB)

2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
A. Vis
Berdasarkan sgjarah perjuangan dan jati diri PPP, maka visi PPP adalah
“Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara
Indonesia yang adil, makmur, segjahtera, bermoral, demokratis, tegaknya
supremas hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM),
serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosia

yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; Perlunya penataan
kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlagul karimah dengan
prinsip amar makruf nahi munkar; Pentingnya peran agama (Islam)
sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan
kenegaraan; Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat
simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang
berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas ISlam dan lokalitas
keindonesiaan, dan Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat

beragama.
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Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas kehidupan demokras di Indonesia, terutama pada aspek
penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis
dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asas Manusia
(HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan
berorganisasi, terwujudnya good and clean goverment, dan upaya
mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan
sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan
lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap
cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak,
maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan
keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta,
badan usaha negara dan koperasi)) demi terwujudnya kemandirian

ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan
HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradis berkonstitusi,
pemberantasan korupsi, kolus dan nepotisme, pembaruan hukum
nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan
institus dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas

penegak hukum.



63

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosid yang religius dan
bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib
sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan,
terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi
dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas
dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosia budaya yang
bersumber pada garan etik, moral dan spiritua agama, serta
mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya

seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas
yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memada serta
kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan keseahteraan
hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana
pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang
adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP
bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagal prioritas dan titik tolak
pembangunan kesgjahtaraan, yang darinya diharapkan lahir manusia

Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Vis politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan
politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut
aktif memgukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk
penjagahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang

dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara



negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling
menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang
adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan. (sumber:
http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html  diakses 22 Februari 2018

Pukul 12.25 WIB)

. Mis

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina
manusia dan masyarakat yang beriman dan bertagwa kepada Allah SWT,
meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah
Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP
mencegah berkembangnya faham-faham atheisme,
komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan

agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asas manusia dan
kewgjiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan
memperhatikan nilai-nilai agamaterutamanilai-nilai gjaran Islam, dengan
mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia).
Maka dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya
neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses

dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
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PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan
dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan
mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan
demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan
dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang

ber-bhineka tunggal mika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan
kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat
yang sgjati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan
demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme,
fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang

mendzalimi rakyat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagal upaya dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT,
baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP
mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi,
kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis,
permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang
masih hidup di bawah garis kemiskinan. (sumber:
http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html  diakses 22 Februari 2018

Pukul 12.30 WIB).
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B. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Aturan Penjaringan Bakal Calon Partai Golkar

Sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golkar Nomor : JUKLAK-6/DPP/IGOLKAR/VI/2016 tentang Penetapan
Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dari Partai Golongan
Karya pada Bab Il1l, bahwa penjaringan bakal caon dilakukan untuk
menginventarisir kader-kader Partai Golkar yang memiliki integritas,
kompetensi dan kredibilitas, yang berpeluang memenangkan pemilihan
gubernur, bupati dan walikota. Penjaringan dilakukan dengan tahapan-
tahapan sebagal berikut :
a. Penjaringan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil
Walikota.
1. Penjaringan padatingkat DPD Kabupaten/K ota.

a DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota membuka pendaftaran
bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pembukaan
pendaftaran pasangan calon oleh KPUD setempat, dengan
menyerahkan biodata dan visi misi bakal calon.

b. Pimpinan Kecamatan membahas, menetapkan  dan
mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama baka calon
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam
Rapat Pleno Diperluas Pimpinan Kecamatan.

c. DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota menginventarisir nama-
nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil
Walikota yang diusulkan oleh Badan dan Lembaga, Organisasi
yang mendirikan dan yang didirikan Partai Golkar tingkat
Kabupaten/kota, Organisasi sayap tingkat Kabupaten/K ota.

d. DPD Patai Golkar Kabupaten/Kota melakukan verifikas
nama-nama baka calon Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota hasil inventarisass dan menyusun
daftar inventarisasi baka calon secara alfabetis dengan
pertimbangan:

1. Memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
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2. Bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai
bahwa yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri
dari partai politik lain atau melalui jalur independen.

e. DPD Parta Golkar Kabupaten/Kota membahas dan
menetapkan sekurang-kurangnya 5 nama dan sebanyak-
banyaknya 10 nama Baka Caon Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota dalam Rapat Pleno diperluas,
selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pembukaan pendaftaran
pasangan calon oleh KPUD setempat, dengan menghadirkan:

1. Unsur DPD Partai Golkar Provinsi.

2. Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar
Kabupaten/K ota.

3. Unsur pimpinan Organisasi yang mendirikan Partai
Golkar tingkat Kabupaten/kota (apabila ada)

4. Unsur pimpinan Organisasi yang didirikan Partai
Golkar tingkat Kabupaten/kota

5. Unsur pimpinan Organisasi sayap Partai Golkar tingkat
Kabupaten/kota.

6. Anggota Fraks Partai Golkar DPRD Kabupaten/K ota

7. Unsur Badan dan Lembaga DPD Parta Golkar
Kabupaten/K ota.

8. Unsur Pimpinan Kecamatan Partar Golkar Se-
Kabupaten/K ota.

9. Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan Partar Golkar Se-
Kabupaten/K ota.

f. Agenda Rapat Pleno Diperluas sebagaimana dimaksud pada

butir e adalah :
1. Penyampaian visi dan misi bakal calon
2. Tanggapan dan masukan peserta rapat pleno diperluas
3. Pembahasan dan penetapan bakal calon secara
musyawarah dan mufakat
4. Penandatanganan Berita Acara penetapan bakal calon.

g. Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir
e dan f, dikirim ke DPD Partai Golkar Provinsi untuk diproses
dalam tahapan penjaringan lebih lanjut, dengan melampirkan :

1. Biodatabakal calon

2. Vis dan Misi Bakal Caon

3. Notulensi Rapat Pleno diperluas, dan
4. Berita Acarapenetapan Baka Calon

2. Penjaringan di Tingkat DPD Partai Golkar Provins.

a. Setelah menerima nama-nama Bakal Caon dari DPD Partai
Golkar Kabupaten/Kota, maka DPD Partai Golkar Provins
menggelar Rapat Pleno Diperluas, selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan sebelum pembukaan pendaftaran pasangan calon oleh
KPUD Kabupaten/K ota.
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b. Rapat Pleno Diperluas sebagaimana dimaksud pada butir (a)
secara khusus digelar untuk membahas nama-nama Bakal
Caon Bupati/Walikota yang dihadiri oleh:

a

b.

C.

d.

€.

f.

Unsur DPD Parta Golkar Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.

Unsur Dewan Pertimbangan DPD Parta  Golkar
Provinsi.

Unsur pimpinan Organisasi yang mendirikan Partal
Golkar tingkat Provinsi

Unsur pimpinan Organisasi yang didirikan Partai
Golkar tingkat Provinsi

Unsur pimpinan Organisasi sayap Partai Golkar tingkat
Provinsi.

Unsur Badan dan Lembaga Partai Golkar Tingkat
Provinsi.

c. Agenda Rapat Pleno Diperluas sebagaimana dimaksud pada
butir adan butir b adalah :

a

b.

C.

d.

€.

Penjelasan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota tentang
proses penjaringan di tingkat Kabupaten/Kota serta
alasan penetapan dan latar belakang masing-masing
bakal calon.

Penyampaian visi dan misi bakal calon

Tanggapan dan masukan peserta rapat pleno diperluas
Pembahasan dan penetapan bakal caon secara
musyawarah dan mufakat

Penandatanganan Berita Acara penetapan bakal calon.

d. Pleno DPD Parta Golkar Provins sebagaimana dimaksud pada
butir ¢, membahas dan menetapkan sekurang-kurangnya 3
nama dan sebanyak-banyaknya 5 nama bakal calon.

e. DPD Parta Golkar Provinsi, menyusun usulan nama-nama
bakal calon secara afabetis, dengan pertimbangan :

a

b.

Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus

Bersedia menandatangani Surat Pernyataan bermaterai

bahwa yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri

dari partai politik lain atau melaui jalur independen.

DPD Partai Golkar Provinsi mengirimkan nama-nama

bakal calon sebagaimana dimaksud dalam butir c dan d

kepada :

1. DPP Partai Golkar untuk diproses lebih lanjut

2. DPD Pata Golkar Kabupaten/Kota yang
bersangkutan untuk didaftarkan ke KPUD setempat,
sebagai bakal calon bupati/walikota.
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3. Penjaringan dan penetapan pada Tim Pilkada Pusat.

1. Setelah menerima usulan nama-nama Bakal Caon dari

DPD Partai Golkar Provinsi yang bersangkutan, DPP Partal
Golkar menggelar Rapat Tim Pilkada Pusat.

. Tim Pilkada Pusat dapat menambah nama Bakal Calon

selain yang diusulkan DPD Partai Golkar Provinsi, bila
terdapat figur Bakal Calon potensial lain, yang tidak sempat
terjaring dalam proses penjaringan ditingkat Provinsi.

. Rapat Tim Pilkada Pusat digelar dengan Agenda:

a.  Penjeasan unsur DPD Parta Golkar Provinsi yang
bersangkutan tentang latar belakang dan pertimbangan
yang mendasari usulan nama-nama Bakal Calon.

b. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Baka Calon
Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
oleh Tim Pilkada Pusat

c. Pembahasan dan penetapan pasangan Caon
Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota
dari Partai Golkar.

. DPP Parta Golkar mengirimkan nama pasangan calon

kepada DPD Parta Golkar Kabupaten/Kota yang
bersangkutan untuk didaftarkan ke KPUD setempat sebagai
pasangan calon dari Partai Golkar.

2. Aturan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan

Bakal Calon Wakil Kepala Daerah PPP

Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan

Nomor :

0055/KPTS/DPP/VI/2016  tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal

Calon Wakil Kepala Daerah pada Pasal 6 tertulis mengenai rekruitmen

pasangan calon :

1. DPC atau DPW harus membuka pendaftaran pasangan calon

2.

kepala daerah secara terbuka sesuai tingkatannya;

DPP membuka dan/atau menerima pendaftaran pasangan
bakal calon kepala daerah secara terbuka dan mendistribusikan
kepada DPW dan DPC untuk mengikuti proses penjaringan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Petunjuk Pelaksanaan



10.

70

Pencalonan dan Penetapan Bakal Caon Kepala Daerah dan
Bakal Calon Wakil Kepala Dagerah;

Bagi DPP/DPW/DPC yang memiliki kader potensial, agar
mengutamakan pasangan bakal caon dari kader interna
partai;

Kader internal partai yang dapat ditetapkan sebagai pasangan
bakal calon harus memenuhi criteria, antaralain;

(4). Memenuhi syarat jumlah perolehan kursi atau suara

Pemilu 2014,

(b). Memiliki integritas, loyalitas, kapasitas, kapabilitas,
elektabilitas, popularitas dan kemampuan logistik serta
financial;

(c). Telah terdaftar sebagai anggota Partai Persatuan
Pembangunan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Bagi DPP/DPW/DPC yang tidak memiliki kader internal
untuk digjukan sebagai pasangan bakal calon kepala daerah,
maka dapat dilakukan rekruitmen dari kalangan eksternal
partai;
Rekruitmen sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan secara
terbuka sebagaimana diatur dalam ketentuan ini;
DPP/DPW/DPC yang tidak memenuhi syarat untuk
mengajukan pasangan bakal calon kepala daerah, dapat
menjgjaki kemungkinan untuk bergabung dengan partai politik
lain yang memiliki kesamaan semangat perjuangan politik
dengan Partai Persatuan Pembangunan;
DPC dan DPW dapat membuat beberapa kesepakatan awal
tertulis dengan setiap pasangan bakal calon yang mendaftar,
untuk selanjutnya dilaporkan kepada DPP;
Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (8), meliputi
kesediaan untuk membiayai kebutuhan dana survel, mengikuiti
proses penjaringan dan penyaringan serta siap menerima
keadaan bilamana tidak ditetapkan sebagai pasangan bakal
calon;
Pendaftaran/pengambilan formulir dapat dikenakan biaya
daam besaran yang wajar berdasarkan keputusan rapat
Pengurus Harian DPW/DPC dan dikonsultasikan ke DPP
melalui Koordinator Wilayah dan Wakil Ketua Umum Bidang
Pemenangan Wilayah.

Sedangkan pada Pasal 7 tertulis tentang Survel dan Penelitian
Pasangan Calon yang meliputi :

1. DPC dan DPW diwagjibkan untuk melakukan survey,
pengkgian da penelitian pasangan baka calon dari
berbagai aspek sebagai prasyarat memenuhi asas
kelayakan dan kepatutan sebagai pasangan bakal calon
kepala daerah dan berkoordinasi dengan DPP melaui
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Koordinator Wilayah dan Wakil Ketua Umum Bidang
Pemenangan Wilayah;

2. Untuk menjamin standarisasi dan kualitas, kegiatan survei
sebagaimana ketentuan ayat (1) dilaksanakan oleh suatu
lembaga survel atau lembaga partai atau suatu lembaga
yang dibentuk khusus secara nasiona oleh DPP;

3. Lembaga survei sebagaimana ayat (1) melaksanakan
paling sedikit satu kegiatan survel sebagal berikut :

a. Tahap pertama; survel popularitas sebelum penetapan
pasangan bakal calon dan/atau;

b. Tahap kedua; survel isu politik dan tingkat
elektabilitas setelah penetapan pasangan bakal calon;

4. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan survei sepenuhnya
menjadi tanggungjawab pasangan bakal calon;

5. Hasil survei harus dilampirkan dan merupakan salah satu
indikator dan pertimbangan dalam penetapan pasangan
bakal calon kepala daerah.

Dilanjutkan pada Pasal 8 menuju mengenai tahap Uji
Kelayakan dan Kepatutan yang tertulis :

1. Setiap pasangan bakal calon yang telah terdaftar, wajib
mengikuti  uji kelayakan dan kepatutan serta
menyampaikan visi dan misi yang diselenggarakan oleh
DPP dan/atau DPW dan/atau DPC;

2. Materi uji kelayakan da kepatutan serta penyampaian visi
dan misi oleh pasangan baka calon meliputi; keinginan,
harapan, cita-cita politik dan pandangan pasangan bakal
calon terhadap pembangunan daerah.

3. Penyampaian visi dan misi dilakukan dalam uji kelayakan
dan kepatutan oleh DPW dan/atau Rapat Pimpinan
Cabang dan/atau Rapat Pimpinan Wilayah masing-
masing;

4. Uji kelayakan dan kepatutan merupakan salah satu
indikator dan pertimbangan dalam menetapkan pasangan
bakal calon kepala daerah.

Kemudian dalam Pasal 9 memuat tentang Penetapan Pasangan
Cdonyang tertulis:

(1) Penetapan pasangan calon kepala daerah Bupati/Wakil
Bupati atau Walikota/Wakil Walikota oleh setiap DPC
Partai Persatuan Pembangunan, baik bersifat mengusung
maupun mendukung, wajib melalui prosedur dan
mekanisme rapat pimpinan, yakni:
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Rapat Pimpinan Cabang menetapkan sekurang-
kurangnya dua (2) pasangan calon Bupati/Wakil Bupati
atau Calon Walikota/Wakil Walikota untuk diusulkan
kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
melalui Dewan Pimpinan Wilayah dan Koordinator
Wilayah;

(b) Apabila jumlah pendaftar pasangan calon Bupati/Wakil

(©

Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota tidak
memenuhi ketentuan huruf (@), maka Rapat Pimpinan
Cabang bisa menetapkan perorangan calon kepaa
daerah/wakil kepala daerah atau pasangan calon untuk
diusulkan kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan
Pusat melalui Dewan Pimpinan Wilayah dan
Koordinator Wilayah;

Daam ha DPC tidsk meakukan pembukaan
pendaftaran pencalonan kepala daerah/wakil kepaa
daerah karena incumbent (petahana) kepala daerah
adalah anggota Pengurus PPP, maka tetap diadakan
Rapat Pimpinan Cabang untuk penetapan calon kepala
daerah untuk selanjutnya digjukan kepada DPP melalui
DPW;

(d) Penetapan perorangan atau pasangan calon kepaa

(€
(f)

daerah/wakil kepala daerah dalam Rapat Pimpinan
Cabang, dinyatakan sah bila didukung oleh sekurang-
kurangnya lebih dari setengah peserta rapat pimpinan
dimaksud;

Pelaksanaan Rapat Pimpinan Cabang harus dihadiri
Dewan Pimpinan Wilayah;

Dewan Pimpinan Cabang menyampaikan permohonan
tertulis kepada DPP melalui DPW untuk mendapatkan
persetujuan pendahuluan perorangan calon kepaa
daerah/wakil kepala daerah atau penetapan pasangan
calon kepala daerah/wakil kepala daerah hasil Rapat
Pimpinan Cabang dengan melampirkan:

1. Daftar riwayat hidup pasangan calon;

2. Surat pernyataan kesepakatan yang telah
ditandatangani para pihak;

3. Risdlah dan notulensi Rapat Pimpinan Cabang;

4. Hasl-hasl survel dan andisa terhadap
elektabilitas pasangan calon dan perkembangan
politik daerah;

5. Administrasi pendukung lainnya.
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C. Alur Koalis Partai Golkar dan PPP

Secara luas, koalisi antara Partai Golkar dan PPP akan dijelaskan pada bab ini
mengikuti alur koalisi yang sempat terjalin berdasarkan hasil wawancara dengan
informan dan bukti dokumentasi yang penulis dapatkan di lapangan. Dinamika
dan beberapa perubahan mengenai keputusan partai yang terjadi pada pencalonan
Ririn Kuswantari menjadi kajian yang patut untuk diteliti. Berikut penulis sgjikan
gambaran umum dinamika terhadap pencalonan dan pembatalan Ririn Kuswatari

oleh Partai Golkar dan PPP pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 :

1. Padaawal tahun 2016 tepatnya padatanggal 4 April 2016, DPD Il Partai
Golkar Kabupaten Pringsewu secara bulat memutuskan untuk mengusung
dan mendukung Ririn Kuswantari sebagai calon kepala daerah di Pilkada
Kabupaten Pringsewu. Ini disepakati dengan tersel enggaranya pel aksanaan
Rapat Pleno Diperluas | di Kantor DPD |1 Partai Golkar Kabupaten
Pringsewu.

2. Tanggal 13 Juni 2016, DPD Il Partai Golkar Kabupaten Pringsewu
bersama DPC PPP Kabupaten Pringsewu menyepakati mengusung dan
mendukung Ririn Kuswantari sebagai Calon Bupati Kabupaten Pringsewu
untuk Pilkada tahun 2017 melalui penandatanganan Nota Kesepahaman
Politik.

3. Beranjak dari pengusungan Ririn Kuswantari, DPD Il Partai Golkar
Kabupaten Pringsewu bergerak mencari nama wakil yang mendampingi
Ririn Kuswantari, dan keluarlah nama Ahmad Fitoni dari kader PAN pada

surat DPD Il Partai Golkar Kabupaten Pringsewu tertanggal 23 Juli 2016.
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4. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Politik dilaksanakan, secara
internal DPC PPP melaksanakan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab)
dengan langsung dihadiri Ketua DPW PPP Provinsi Lampung yang secara
simbolis merestui pencalonan Ririn Kuswantari sebagai Calon Kepala
Daerah yang didukung DPC PPP Kabupaten Pringsewu pada tangga 10
Aqgustus 2016.

5. Setelah itu, DPC PPP Kabupaten Pringsewu turut mengeluarkan surat
dukungan terhadap wakil bupati yang akan mendampingi Ririn
Kuswantari yang bukan dari kader PPP yaitu atas nama Ahmad Fatoni
yang merupakan Ketua DPD Il PAN Kabupaten Lampung Selatan
tertanggal 31 Agustus 2016.

6. Ketua DPP Partai Golkar pun menerima usulan dari DPD Il Partai Golkar
Kabupaten Pringsewu terkait mendampingi Ririn Kuswantari dengan
Ahmad Fatoni. Maka, DPP Partai Golkar mengeluarkan surat tugas untuk
mendukung Ririn Kuswantari dan Ahmad Fatoni yang ditujukan kepada
pengurus Parta Golkar di daerah utamanya di Kabupaten Pringsewu
termasuk kepada partai pendukung yaitu PPP tertanggal 1 September
2016.

7. Ternyata setelah surat yang mengeluarkan nama wakil atas nama Ahmad
Fatoni diketahui oleh pengurus DPP PPP, dan nama wakil yang
disandingkan bukanlah kader PPP, maka DPP PPP langsung
mengeluarkan surat Rekomendasi pada tanggal 3 September 2016 kepada
Ardian Saputra dan Dewi Arimbi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pringsewu pada Pilkada tahun 2017 yang diusung Partai PDIP
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dan PPP. Surat ini dikeluarkan hanya berselang satu hari setelah DPP
Partai Golkar mengeluarkan surat tugas untuk Ririn Kuswantari dan
Ahmad Fatoni.

. Ada ketidaksesuaian menurut DPP PPP karena kader yang disandingkan
untuk Ririn Kuswantari bukanlah kader PPP melainkan kader PAN yang
sgjak awal sama sekali tidak membangun koalisi dengan Partai Golkar dan

PPP.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat disimpulkan bahwa dinamika pencalonan Ririn Kuswantari sebagai
Cadon Bupati Pringsewu dalam koaliss Partai Golkar dan PPP
dilatarbelakangi oleh:

1. Dinamika pencalonan meliputi interaksi kesepakatan kedua
partai bailk Partai Golkar dan PPP untuk mengusung dan
mendukung Ririn Kuswantari berdasar aturan kerjasama
politik. Partai politik sebagai suatu lembaga memiliki aturan
tertulis dan tidak tertulis. Partai Golkar dan PPP menerapkan
praktik kelembagaan ini dengan meleburkan kedua aturan
tersebut sesual kondisi dalam pencalonan dan pembatalan Ririn
Kuswantari.

2. Dinamika pembatalan Ririn Kuswantari berbicara mengenai
tujuan (goal-oriented), Parta Golkar dan PPP sama-sama
memiliki tekad dan tujuan pada Pilkada Kabupaten Pringsewu
untuk memenangkan calon yang diusungnya menjadi Bupati

atau Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu periode 2017-2022.
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Namun, karena tidak adanya kecocokan Ririn Kuswantari
untuk menyetujui wakil dari kader PPP, maka koalis batal dan
PPP beralih berkoalisi dengan PDIP.

. Dinamika perubahan koalis: mengutamakan kecukupan sumber
daya (resource), pilihan rasional untuk mempertimbangkan
caon yang diusung sangat mengutamakan potensi sumber
daya. Kader yang diusung harus merupakan sumber daya
manusia yang memiliki nilai lebih dibandingkan kader lain
terutama dalam ha elektabilitas kandidat yang dicalonkan
sebagai kepala daerah. Pada penelitian ini awanya Partai
Golkar dan PPP berkoalisi untuk mengusung Ririn Kuswantari,
Namun atas ketidakcocokan Ririn Kuswatari menerima nama
calon wakil bupati dari PPP sebagal pasangannya, maka PPP
menarik diri dan beralih mendukung pasangan Ardian Saputra
dan Dewi Arimbi atas perintah DPP PPP setelah mengetahui
bahwa Ririn Kuswantari disandingkan dengan kader parta lain
yaitu Ahmad Fatoni dari PAN. Sehingga Partai Golkar kembali
mengalami kekosongan dukungan dan tidak mencukupi jika
mencalonkan kader tanpa koalisi, sehingga beralih mendukung
pasangan Sujadi-Fauzi atas perintah DPP Partai Golkar.

. Adanya preferensi (ranking), dalam kasus ini terdapat dua
pandangan. Pertama, berdasarkan dinamika pencalonan,
berlanjut pada pembatalan dan berakhir pada perubahan koalisi

kedua partai yaitu Golkar dan PPP. Pendliti melihat
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pertimbangan Ririn Kuswantari atas nama wakil yang
disandingkan tidak mampu mendongkrak elektabilitasnyta
sehingga dikhawatirkan tidak mampu menambah jumlah suara
yang ditargetkan. Sedangkan menurut hasil survei elektabilitas
DPP Partai Golkar yang disampaikan pada Pengurus DPD |
Partai Golkar Provinsi Lampung, nama Ririn Kuswantari juga
belum bisa mengungguli elektabilitas petahana yaitu Sujadi.
Walaupun, survei tersebut tidak disampaikan secara mendetail

apa saja yang menjadi poin pertimbangan DPP Partai Golkar.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka pendliti

memberikan beberapa saran terkait dinamika pencalonan dan pembatalan

Ririn Kuswantari sebagai Calon Bupati Kabupaten Pringsewu serta dalam

perubahan koalisi Partai Golkar dan PPP, yaitu hendaknya untuk :

1. Perbaikan terhadap dinamika pencalonan Ririn Kuswantari

berupa input referensi dinamika bagi partai politik terutama
agar kedepannya kader Partai Golkar dan PPP di Provins
Lampung utamanya di Kabupaten Pringsewu mampu berperan
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan
prosedur penjaringan calon kepala daerah sesuai masing-
masing aturan yang berlaku saat itu. Dimana Partai Golkar

diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dewan
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Pimpinan Pusat (DPP) Parta Golkar Nomor: JUKLAK-
6/DPP/IGOLKAR/VI1/2016. Serta PPP berlandaskan pada Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Nomor 0055/KPTS/DPP/VI1/2016. Agar tidak
terjadi tumpang tindih antara aturan dan readlita di lapangan
dalam perekrutan calon.

. Pada dinamika pembatalan Ririn Kuswantari hendaknya
mampu menjadi output tentang praktek dinamika bagi Peneliti
kgjian partai politik yang lain, utamanya dalam memahami
dinamika koalisi dalam setiap Pilkada, hal semacam ini agar
mampu menjadi kajian bersama sehingga ada aturan yang
saling dipahami masing-masing parta menyikapi dinamika
koalis agar dapat menemukan point of view yang tidak
merugikan partai pengusung dan pendukung terutama agar
tidak ada kader yang merasa dirugikan saat pencalonan,
sekaligus sebagal pertimbangan akibat tidak adanya referens
perundangan yang mengatur tentang hak dan kewagjiban calon
kader yang diusung oleh partai politik.

. Teruntuk dinamika perubahan koalisi hendaknya masing-
masing partai memiliki arah koalis yang jelas sehingga tidak
merugikan kader yang diusung maupun kerugian bagi partai itu

sendiri.
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